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ABSTRAK 
 
 

 

Delvi Ratna Sari. NPM 1405170369. Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) menggunakan Standart Internal Audit Capability 

Model (IA-CM) (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi), 2018. 

Skripsi. 
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada inspektorat Kota Tebing Tinggi 

dengan menggunakan standart yang berlaku universal diseluruh dunia yaitu 

Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang di bentuk oleh Auditor Sektor 

Publik Dunia yaitu The Institude of Internal Auditor, elemen-elemen internal audit 

yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas APIP dan strategi untuk 

meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi. 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Dalam hal 

menganalisis data penelitian penulis melakukan teknik pengumpulan data 

Observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisi data yang 

digunakan adalah metode analisis deskriptif. 
 

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan penilaian Kapabilitas APIP 

menggunakan standart Internal Audit Capability Model (IA-CM) menunjukkan 

bahwa Inspektorat Kota Tebing Tinggi berada pada level 3 dengan catatan 

perbaikan (Integrated). Dari 6 elemen internal audit sesuai Standart IA-CM, 4 

elemen yaitu elemen “Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal 

Auditing)”, “Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)”, 

“Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and Culture)” dan 

elemen “Struktur Tata Kelola (Governance Structure)” sudah mencapai level 3 

sedangkan 2 elemen lain nya yaitu elemen “Paktik Profesional (Profesional 

Practice)” dan elemen ” Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance 

Management and Accountability)” masih mencapai level 2. Dari 6 elemen tersebut 

diketahui elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas APIP pada 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah elemen yang masih berada pada level 2. 

Untuk kondisi Kapabilitas tersebut Inspektorat Kota Tebing Tinggi membangun 

strategi untuk memperbaiki pemenuhan KPA (Key Procces Area) pada elemen 

yang tertinggal. 
 

Kata Kunci : Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

(APIP), Internal Audit Capbility Model (IA-CM). 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 

Dalam Konferensi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, 

Peserta KN APIP menyatakan saat ini di Indonesia terdapat permasalahan 

Nasional kualitas Laporan Keuangan Pemerintah belum baik, efesiensi dan 

efektifitas pengelolaan Keuangan Negara belum optimal dan masih tingginya 

praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka peran Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) yang efektif merupakan salah satu tonggak paling 

penting dalam upaya mewujudkan pemerintah dengan tata kelola yang baik (good 

governanceI) dan pemerintah yang bersih (good government). Peran APIP 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11 yakni : 1). Memberikan keyakinan yang 

memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 2). memberikan peringatan 

dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 3). memelihara dan meningkatkan kualitas 

tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

 
Peran yang efektif dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 

dilaksanakan secara tertib, efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mewujudkan 

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan 
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penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN). Elieser (2016). 

Dalam Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pihak yang 

mnejalankan pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara adalah Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP). Dalam melaksanakan tugasnya APIP melaksanakan 

kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 

pengawasan lainnya dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksakan secara efektif dan efesien dalam mewujudkan (Good 

Government) tata pemerintahan yang baik. 

 
Seiring dengan berkembangnya auditor sektor publik di dunia, The 

Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF) selaku organisasi 

profesi auditor intern dunia mengembangkan kerangka kerja yang dikenal dengan 

Internal Audit Capability Model (IACM). IACM mengidentifikasi aspek-aspek 

fundamental yang dibutuhkan bagi pengembangan audit intern yang efektif yang 

mencakup elemen-elemen yang diperlukan audit internal yang efektif di Sektor 

Publik. Adapun elemen-elemen audit internal tersebut adalah : 

a. Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing) 

 
b. Pengelolaan SDM (People Management) 

 
c. Praktik Profesionnal (Profesional Practice) 

 
d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and 

Accountability) 

e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and Culture) 

 
f. Struktur Tata Kelola (Governance Structure) 
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BPKP dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand 

Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015-2019 

dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Teknis Peingkatan 

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengadopsi kerangka kerja 

IACM tersebut sebagai dasar penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) di Indonesia. 

 
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada 

level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional menggunakan 

konsep penilaian IA-CM. Sementara itu kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini 

sebagian besar (85,23%) masih berada pada level 1 (yang berarti kualitas APIP 

masih belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan 

dan mencegah korupsi). 

Berdasarkan publikasi BPKP tahun 2014 hasil penelitian tingkat 

kapabilitas APIP terdapat 474 APIP K/L/D per 31 Desember 2014, sebanyak 404 

unit APIP atau 85,23% berada pada level 1, 69 unit APIP atau 14,56% unit APIP 

berada pada level 2 dan baru satu unit APIP atau 0,21% yang berada pada level 3. 

Tabel 1.1  
Kondisi dan Target Peningkatan Kapabilitas APIP   

Unit APIP 

 Kondisi s.d 2014 Target Tahunan Level 2  Target Tahunan Level 3  
 

Level  Level Level 
Jumlah 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

s.d 
 

 

1 
 

2 3 2024 
 

   
 

K/L 66  19 1 86 3 18 13 17 8 4 13 16 19 17 86 
 

Provinsi 28  6  34 1 4 7 10 2 2 2 6 7 9 34 
 

Kab/Kota 310  44  354 32 24 28 22 25 10 30 40 32 16 354 
 

Jumlah 404  69 1 474 36 46 48 49 35 16 45 62 80 42 474 
  

Sumber : Grand Design Kapabilitas APIP 2015-2019 
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Presiden Republik Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional 

Pengawasan Intern Pemerintah (RKNPIP) tanggal 13 Mei 2015 mengarahkan agar 

5 tahun kedepan (tahun 2019), APIP dapat memberikan penilaian terhadap 

efesiensi, efektifitas, keekonomian dan akuntabilitas dalam pemerintahan, baik 

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk itu Presiden Republik 

Indonesia menginstruksikan kepada kepala BPKP untuk dapat memperbaiki 

kondisi APIP menjadi 85% di level 3 dan 1% di level 1 pada tahun 2019, 

sebagaiman tercatum dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan kapabilitas APIP 

K/L/P sebanyak 85% di level 3 pada Tahun 2019. (Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2015). 

Masih rendanya tingkat level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) menunjukkan bahwa kualitas Auditor Internal Pemerintah 

masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk pengawasan 

yang berupa audit, reviu, pemantauan dan evaluasi hingga tidak dapat 

mewujudkan tata pemerintah yang baik sesuai tujuan organisasi. 

Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan pasal 3 huruf J dalam melaksanakan tugasnya BPKP 

melaksanakan fungsi “Pembinaan Kapabilitas Pengdendalian Intern Pemerintah 

dan sertifikat Jabatan Fungsional Auditor” maka dalam penelitian ini akan 

menganalisi kapabilitas APIP berdasarkan standart Internal Audit Capability 

Model (IACM) yang menyatakan elemen-elemen kapabilitas APIP sebagai dasar 

penilaian tingkat level kapabilitas APIP. 

Untuk itulah penelitian ini dilakukan berdasarkan target Presiden Republik 

Indonesia yang menginstruksikan kepada BPKP untuk meningkatkan Kondisi 
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APIP menjadi Level 3 berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 

menggunakan Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM) (Studi Kasus 

pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi)”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dengan ini permasalahan yang 

 

diperoleh adalah “Masih rendahnya tingkat level kapabilitas APIP (Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah) tidak dapat mewujudkan pemerintahan yang 

baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan 

kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”. 

 
C. Rumusan Masalah. 

 

Dalam melaksanakan penelitian penulis merumuskan masalah sebagai 

 

berikut : 

 

1. Bagaimana tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

dengan mengacu pada standart IA-CM? 

2. Pada elemen manakah yang mempengaruhi ketertinggalan APIP yang 

tidak dapat mencapai target? 

3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatan kapabilitas APIP 

yang belum maksimal? 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Menganalisis tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi dengan mengacu pada standart IA-CM. 
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b. Menganalisis elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas 

APIP Pada Inspektorat Tebing Tinggi. 

c. Mengetahui strategi yang dilakukan untuk meningkatan kapabilitas 

APIP yang belum maksimal. 

 
2. Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi peneliti, penelitian untuk memberikan wawasan penulis dalam 

hal Audit Internal Pemerintah khususnya peningkatan Kapabilitas 

APIP berdasarkan IA-CM. 

b. Bagi Inspektorat Kota Tebing Tinggi, dengan penelitian ini dapat 

dijadikan masukan oleh Inspektorat dalam upaya peningkatan 

Kapabilitas APIP. 

c. Bagi Akademis dan Peneliti lain nya, penelitian ini dapat menjadi 

bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih kanjut tentang 

Kapabilitas APIP. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 
 

 

A. Uraian Teori 

 

a. Auditing 

 

Menurut Mutia Silvi Aprialina (2015) definisi audit yang sangat terkenal 

 

adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (A Statement of Basic Auditing 

 

Concepts) yang dikemukakan oleh American Accounting Association yang 

 

mendefinisikan auditing sebagai : 

 

“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi 

bukti – bukti secara obyektif mengenai asersi tentang berbagai 

tindakan dan kejadian ekonomi untuk memutuskan tingkat 

kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dengan kriteria yang 

telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para 

pemakai yang berkepentingan”. 
 
 

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih 

 

bahasakan oleh Herman Wibowo (2012) Auditing merupakan suatu 

 

pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 

 

melaporkan derajat  kesesuaian antara informasi dan criteria yang telah 

 

ditetapkan. 

 

Menurut Sukrisno Agoes (2012) auditing adalah: 

 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, 

oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang 

telah disusun oleh manajemen beserta catatan- catatan pembukuan 

dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan 

pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 



8 
 
 

 

a. Jenis-Jenis Auditing 

 

Menurut Sukrisno Agoes (2012) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit 

 

bisa dibedakan atas: 

 

1. Management Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap 

kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan 

kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk 

mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara 

efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan 

biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan 

atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan Ekonomis adalah dengan 

pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal 

atau dilaksanakan secara hemat. 

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan 

dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak 

intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal 

(Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan 

lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal 

audit. 

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan 

catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan 
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manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan 

 

internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan 

 

umum  yang  dilakukan  oleh  KAP.  Internal  auditor  biasanya tidak 

 

memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak- 

 

pihak  diluar  perusahaan  menganggap  bahwa internal  auditor,  yang 

 

merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal 

 

auditor berisi temuan pemeriksaan (audit finding) mengenai 

 

penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian 

 

intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations). 

 

4. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang 

memproses data akuntansinya dengan menggunakan ectronic Data 

Processing (EDP) sistem. 

 
b. Audit Internal 

 

Internal Audit adalah agen yang paling “pas” untuk mewujudkan Internal 

 

Control, Risk Management dan Good Corporate Governance yang pastinya 

 

akan  memberikan Nilai Tambah bagi SDM dan Perusahaan (Valery G. 

 

Kumaat, 2010, Hal. 35) 

 

The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) 

 

menjelaskan bahwa Internal Audit menyatakan tujuan mendasar, sifat, dan 

 

ruang lingkup audit internal yang di uraikan sebagai berikut : 

 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi 

independen yang bertujuan untuk menambah nilai dan 

memperbaiki operasi organisasi. Ini membantu organisasi 

mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematis dan 

disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses 

manajemen, pengendalian, dan tata kelola risiko”. 



10 
 
 

 

Menurut American Accounting Association dalam buku auditing oleh 

Guy, dkk (2005), mendifinisikan bahwa 

“Audit Internal adalah proses sistematis yang secara obyektif 

memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan 

kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian 

antara asersi ini dengan kreteria yang ditetapkan ke pengguna 

yang berkepentingan”. 
 

Internal Audit adalah pemeriksaan oleh bagian Internal Audit perusahaan, 

baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan 

terhadap kebijakan manejemen yang telah ditentukan (Sukrisno Agoes, 2012). 

 

2. Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) 
 

 

Menurut United Nation Development Program (UNDP) good governance 

lebih memfokuskan pada cara pengelolaan Negara dengan 

mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan 

aspek ekonomi. Dengan demikian orientasi sektor publik dimaksudkan untuk 

mewujudkan Good Governance. (Nurmala dkk, 2015, Hal. 27) 

Menurut Komite Cadbury, yang dikutip oleh Antonius Manggala (2017) 

tata kelola perusahaan (Corporate Governance) adalah prinsip langsung yang 

mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan 

dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

pemegang saham (shareholders) khususnya, dan para pemangku kepentingan 

di perusahaan (stakeholders). 

Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance) KNKG (2006), 

prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi : 
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1. Transparansi (Transparency) 

 
Perusahaan haruslah menyediakan informasi yang relevan serta mudah 

diakses dan dipahami oleh stakeholders dengan cara mengambil inisiatif 

dengan tidak hanya mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan 

undang-undang, tetapi juga informasi lain yang dianggap perlu bagi 

shareholders, kreditur, dan stakeholders untuk membuat suatu keputusan. 

 
2. Akuntabilitas (Accountability) 

 
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan 

cara yang benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhitungkan kepentingan shareholders dan 

stakeholders. 

 
3. Tangggung Jawab (Responsibility) 

 

Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan 

tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan 

untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dan untuk 

diakui sebagai warga perusahaan yang baik atau Good Corporate Citizen. 

4. Ketergantungan (Independency) 

 

Dalam memperlancar pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan 

harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang 

tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi 

organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain. 
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5. Keadilan (Fairness) 

 
Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu 

mempertimbangkan kepentingan shareholders dan stakeholders lainnya 

berdasarkan prinsip keadilan 

 

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 

 

transparan, dan akuntabel, seluruh pimpinan organisasi baik itu 

 

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan 

 

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas 

 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan 

 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 

 

Lahirnya  PP  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern 

 

Pemerintah, merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan 

 

pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance) dan 

 

pemerintahan yang bersih (clean government). 
 

 

3. Sistem Pengendalian Intern 
 

 

Untuk melaksanakan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan 

 

dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, 

 

Presiden memerlukan fungsi pengawasan intern yang  handal dan sistem 

 

pengendalian intern yang memadai. 

 

PP 60 Tahun 2008 menyatakan Sistem Pengendalian Internal adalah : 

 

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan”. 



13 
 
 

 

Menurut Valery G Kumaat (15;2010) Pengendalian internal adalah 

rencana, metoda, prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk 

memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efesiensi dan efektivitas 

operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, 

ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Pada PP nomor 60 tahun 2008 pasal 4 huruf G, mengatakan “Pimpinan 

Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui 

perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif.  

Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem 

pengendalian yang memadai adalah memperkuat Peran Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. (PP Nomor 16 tahun 2016 BPKP 

tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern 

pemerintah). 

 

4. Aparat Pengawasana Internal Pemerintah (APIP) 
 

 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g pada PP Nomor 60 tahun 

2008 sekurang-kurangnya perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah yang efektif memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
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Standart Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah mendefinisikan : 
 

“Pengawasan Internal Pemerintah merupakan fungsi manajemen 

yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui 

pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi 

pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, 

kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, 

pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan 

untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean 

government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. 
 

Dalam Standart Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

 

mengatakan pengawasan Internal adalah 

 

“Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok 

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 

yang baik”. 
 

Dalam PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengatakana Aparat Pengawasan 

 

Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas 

 

pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: 
 

 

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 

 

bertanggung jawab kepada Presiden; 

 

b. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang 

bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND); 

 
c. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada 

Gubernur, dan; 
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d. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota. 

 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 48 ayat 

 

2 mengemukakan bahwa APIP melakukan pengawasan intern melalui : 
 

 

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti 

yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan 

standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah. 

Berdasarkan pasal 50 pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 

tentang SPIP audit yang dimaksud merupakan : 

a) Audit kinerja yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas 

aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas; dan 

b) Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk 

dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit 

investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal 

lain di bidang keuangan. 

2. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

3. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
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4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu 

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

 

Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini berdasarkan : 

 

1) Audit atas laporan keuangan 

 
Ausdit yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian 

laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. 

 
2) Audit kinerja 

 

Audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas 

pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif. 

 
3) Audit dengan tujuan tertentu 

 

Audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang 

diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit 

terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan 

audit yang bersifat khas. 

 
a. Perwujudan Peran APIP yang Efektif 

 

Perwujudan Peran APIP yang efektif berdasarkan PP Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

sekurang-kurangnya harus : 
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1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, 

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah; 

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Instansi Pemerintah. 

 
b. Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 

 

 

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat KE-AIPI) 

disusun sebagai pedoman perilaku bagi Auditor Intern Pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam 

mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah. 

Oleh Komite Kode Etik yang terangkum dalam Asosiasi Auditor Intern 

Pemerintah Internal (AAIPI) Auditor intern pemerintah diharapkan 

menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut: 

1) Integritas 

 
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan 

 

yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan 

kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun 

kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan 

dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun 

juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. 
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2) Objektivitas 

 
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan 

 

pertimbangan pribadi. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas 

profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang 

diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain. 

3)  Kerahasiaan 

 

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang 

agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang 

mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan 

kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi 

tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan 

atau kewajiban profesional untuk melakukannya. 

4)  Kompetensi 

 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah 

menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang 

diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern. 

5)  Akuntabel 

 

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 
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untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern 

pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan 

tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

6)  Perilaku Profesional 

 

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, 

dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah 

sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik 

dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan 

kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. 

 

c.  Telaahan Sejawat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)  
 

 

Dalam penelitian oleh Angga Rahmana (2016) Untuk menjaga kualitas 

 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka Asosiasi Auditor Intern 

 

Pemerintah Indonesia (AAIPI) melakukan program penjaminan dan 

 

pengembangan mutu. Dalam Pedoman Telaah Sejawat (2014: 1) dijelaskan 

 

sebagai berikut : 

 

“Program penjaminan dan pengembangan mutu tersebut dilakukan 

melalui penilaian intern dan ekstern. Program penilaian intern 

dilakukan melalui supervisi terus-menerus dan penilaian secara 

periodik, setiap semester atau tahunan. Program penilaian ekstern 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: (1) sepenuhnya dilakukan 

oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, 

seperti Kantor Akuntan Publik; (2) penilaian sendiri dengan 

validasi oleh pihak ekstern; (3) telaah sejawat oleh APIP lainnya”. 
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Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menetapkan 

telaah sejawat sebagai pelaksanaan penilaian ekstern di lingkungan APIP. 

Telaah sejawat dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan 

berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP. Dalam rangka 

mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara 

resiprokal (saling telaah). (Pedoman Telaah Sejawat, 2014: 1). 

Dalam Pedoman Telaahan Sejawat (2014: 1) disebutkan bahwa telaah 

sejawat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

1) menjadi pembanding bagi APIP lainnya dan sebagai bukti bahwa APIP 

mengikuti/melaksanakan praktik terbaik yang berkembang secara 

internasional; 

2) mengetahui tingkat kesesuaian aktivitas APIP dengan standar yang 

berlaku; 

3) menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan 

standar AAIPI; 

4) sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP. 

Dalam Pedoman Telaahan Sejawat (2014: 1-2) juga disebutkan bahwa 

telaahan sejawat dimaksudkan untuk: 

 

1) melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP 

sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya 

2) menyatakan pendapat penilai tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan 

Standar Audit yang berlaku (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia); 

3) memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai 

tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah 
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dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan 

 

pedoman kerja yang memadai. 

 

d. Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

(APIP) 

 
Petugas  yang  melaksanakan  audit  intern  di  lingkungan  Instansi 

 

Pemerintah harus memenuhi syarat kompetensi tertentu. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) PP Nomor 60 tahun 2008 bahwa, 

“Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh 

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah 

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.” Yang dimaksud 

dengan auditor dalam hal ini adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil di 

lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui 

keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi jabatan fingsional auditor 

yang dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional auditor. 

 
5. Peningkatan Kapabilitas APIP 

 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2014) yang di uraikan oleh Yudhi 

 

Setiawan (2015) Kapabilitas adalah “Kapabilitas, artinya juga sama dengan 

komperensi, yaitu kemampuan, namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas 

memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham 

secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuanya dari titik 

kelemahan hingga cara mengatasinya”. 

Peningkatan kapabilitas APIP merupakan upaya memperkuat, 

meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses 
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bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan 

peran dan fungsi APIP yang efektif. 

Mengingat kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar 

(85,23%) masih berada pada level 1 dan 14,56% pada level 2, pemerintah 

melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada level 3 

dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian Internasional. Yang kemudian 

dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo tanggal 13 Mei 

2015 di Jakarta pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan 

tema Peningkatan Kapabilitas APIP. (Lampiran 6 PP BPKP nomor 16 2015 

tentang pedoman teknik peningkatan kapabilitas APIP). 

Dalam Lampiran 1 PK BPKP tentang Pedoman teknis Peningkatan 

Kapabilitas APIP mengatakan Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang harus dimiliki APIP agar dapat 

mewujudkan peran APIP secara efektif, yang terdiri dari tiga unsur yang 

saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya 

manusia (SDM). Proses peningkatan APIP dilakukan dengan empat tahapan 

yaitu : 

1. Tahap Penilaian Mandiri 

 

2. Tahap Penjaminan Kualitas oleh BPKP 

 

3. Tahap Peningkatan Kapabilitas APIP berdasarkan identifikasi area yang 

memerlukan perbaiksn yang diperoleh pada tahap 1 

4. Tahap Pemantauan Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas. 
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Metode yang digunakan dalam menilai kapabilitas APIP adalah dengan 

 

penilaian mandiri oleh APIP yang bersangkutan. Penilaian Mandiri (Self 

 

Assesement) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai 

 

efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu 

 

pada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh 

 

dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam Internal Audit 

 

Capability Model (IACM). (Sumber :  Peraturan Kepala BPKP tentang 

 

Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 

 

Pemerintah). 
 
 

6. Internal Audit Capability Model (IA-CM) 

 

The Institute of Internat Auditor(IIA) Reasearch Foundation menyatakan 

 

tentang IA-CM merupakan : 
 

 

“IA-CM adalah kerangka yang mengidentifikasi dasar- dasar yang 

diperlukan untuk audit internal yang efektif di sektor publik. Ini 

menggambarkan evolusi path untuk organisasi sektor publik untuk 

mengikuti dalam mengembangkan efektif audit internal untuk 

memenuhi kebutuhan tata kelola organisasi dan guru besar harapan 

nasional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah dalam maju dari 

tingkat dari audit internal yang khas dari organisasi kurang mapan 

untuk yang kuat, efektif, kemampuan audit internal umumnya 

terkait dengan lebih matang dan organisasi yang kompleks”. 
 

 

IA-CM oleh  The Instituted of Internal Auditor (IIA) Reasearch 

 

Foundation berfungsi untuk : 

 

1. Menentukan persyaratan audit internal sesuai dengan sifat, kompleksitas, 

dan terkait risiko operasinya. 

2. Menilai ada kemampuan audit internal terhadap persyaratan yang telah 

ditentukan. 
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3. Mengidentifikasi kesenjangan tidak bisa signifi antara persyaratan dan ada 

kemampuan audit internal dan bekerja untuk mengembangkan tingkat 

yang sesuai kemampuan audit internal 

Tahap pertama dalam peningkatan kapabilitas APIP adalah pelaksanaan 

Penilaian Mandiri (self assessment) untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya 

pada saat penilaian tersebut dilakukan. Kerangka Pikir peniliaian mandiri yang 

diterapkan di Indonesia mengacu kepada Internal Audit Capability Model 

(IACM) yang dikembangkan oleh The Insttitue Of Internal Auditor (IIA) yang 

telah dilakukan penyesuaian, sehingga lebih mudah dipahami dalam 

pelaksanaannya. 

 

a. Elemen – Elemen Audit Internal 

 

Pelaksanaan penilaian mandiri mencakup penilaian terhadap elemen-

elemen Audit Internal yang dikembangkan oleh The Institute of Internal 

Auditor (IIA) Research Foundation yang kemudian di adopsi oleh BPKP 

dalam PK BPKP tentang Pedoman teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu : 

 
1) Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing) 

 

Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan 

objektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan 

memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih 

baik. 

Jenis layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada 

kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup dan kapasitas APIP. 

Layanan mencakup kegaiatan pemberian jasa penjamin (assurance) yang 

terdiri dari audit, reviu dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain 
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dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan kinerja dan value for money 

audit, dan pemberian saran (Advisory Service) yang mencakup kegiatan 

pelatihan reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian 

(control self assessment), dan pemberian nasihat lain (tanpa mengambil 

alih tugas dan tanggung jawab manajemen). 

2)  Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 

 

Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut, 

menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karir SDM, memberikan 

insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang 

memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka 

secara optimal. 

 
3) Paktik Profesional (Profesional Practice) 

 

Penilaian pada elemen Paktik Profesional mencakup penilaian terhadap 

kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses dan prakti-praktik yang 

memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan 

antara kebijakan, proses dan prakti-praktik APIP dengan perioritas dan 

strategi pengelolaan resiko dari K/L/P dimana APIP itu berada. 

 
4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and 

Accountability) 

 
Hal yang dinilai adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan 

infoemasi kinerja yang dibutuhkan, baik informasi kinerja keuangan 

maupun non keuangan, dalam mengelola, melaksanakan, dan 

mengendalikan opersional APIP dan mempetanggungjawabkan kinerja 

dan hasil yang diperoleh APIP. 
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5) Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and 

Culture) 

 
Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan 

Internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur 

organisasi dan manajemen internal. Melihat apakah hubungan APIP 

dengan pimpinan unit lain di K/L/P dimana APIP tersebut berada terjalin 

dengan baik. 

 
6) Struktur Tata Kelola (Governance Structure) 

 

Penilaian ini untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan 

proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan, 

dukungan dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern serta 

hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sara 

terjaminnya independensi dan Objektivitas APIP. 

Fokus Penilaian elemen ini adalah pada upaya yang telah dilakukan 

manajemen APIP dalam melakukan kegiatannya dan hubungan dalam 

organisasi APIP seperti struktur organisasi, manajemen, SDM, penyusunan 

dan monitoring anggaran, rencana tahunan, penyediaan sarana dan teknologi 

pengawasan serta pelaksanaan pengawasan. 

Semua elemen kapabilitas APIP (6 elemen) dinilai dengan 

menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan 

untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan 

diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam 

lima tingkatan (Level) yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 

 
3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). 
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b. Level Kapabilitas APIP 

 

Di dalam model IACM yang dikembangkan oleh The Institute of 

 

Internal Auditor (IIA) Research Foundation, penilaian kapabilitas APIP 

dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 

(Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 

(Optimizing). 

IACM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik 

dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi 

persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IACM 

menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern 

yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan 

organisasi yang lebih matang. (PP Kepala BPKP nomor 15 tentang Pedoman 

Teknis Monitoring Kapabilitas APIP : 9). 

Kondisi audit internal pada setiap level IA-CM menurut The Institute of 

 

Internal Auditor (IIA) Research Foundation adalah sebagai berikut: 
 

                
 

 unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam    Level 5  
 

 maupun dari luar organisasi untuk perbaikan yang berkelanjutan    Optimizing  
 

          
 

 

audit internal telah mengintegrasikan semua informasi dari seluruh 

        
 

 

        
 

  Level 4   
 

 

organisasi untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko 
    

 

  Managed   
 

           
 

 

manajemen audit internal dan praktik profesional 

          
 

 

           
 

  Level 3 
      

 

 
telah diterapkan secara serentak 

        
 

  Integrated 
   

 

          
 

 telah memiliki prosedur dan praktik audit internal 
             

 

 Level 2          
 

 

yang tetap (berkelanjutan) dan berulang 
          

 

  Infrastruktur        
 

           
 

belum ada praktik yang tetap atau berulang 

              
 

              
 

 Level 1           
 

dan masih bergantung pada kinerja individu  Initial           
 

             
 

                
 

                
  

 

Gambar II.1 
 

Level Internal Auditor Capability Model (IACM) 
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1) Level 1 (Initial) 

 

Pada organisasi APIP yang mencapai level 1, dalam pelaksanaan 

 

pengawasannya belum atau tidak ada praktik yang tetap atau berulang dan 

masih bergantung pada kinerja individu Auditor yang dimiliki.  

APIP kapabilitas level 1, “Belum dapat memberikan jaminan atas 

proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi”. 

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 1 adalah sebagai berikut : 

 

a. Kegiatan audit internal bersifat insidentil atau tidak terstruktur. 

 
b. Unit audit internal melakukan suatu audit atau review tunggal atas 

dokumen dan transaksi untuk menilai akurasi dan ketaatan. 

 
c. Output sangat tergantung pada keahlian individu tertentu yang 

menduduki suatu jabatan. 

d. Tidak ada praktik profesional yang dibangun selain yang diberikan oleh 

organisasi profesi. 

e. Pendanaan disetujui oleh manajemen jika dibutuhkan. 

 

f. Belum ada infrastruktur yang terbangun. 

 

g. Unit audit internal merupakan bagian kecil dari suatu organisasi. 

 

h. Kapabilitas unit audit internal belum berkembang. 

 

2) Level 2 (Infrastructure) 

 

Pada organisasi APIP yang mencapai level 1, dalam pelaksanaan 

 

pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah 

membangun infrastruktur, namun baru sebagian yang telah selaras dengan 

standart audit. 
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APIP kapabilitas level 2, “Telah mampu memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa proses sesuai peraturan, mampu mendeteksi terjadinya 

korupsi”. 

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 2 adalah sebagai berikut : 

 

a. Unit audit internal dapat membangun dan mempertahankan pengulangan 

proses dengan tingkat kapabilitas yang sama. 

b. Hubungan pelaporan, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta 

proses dan praktek profesional sedang dibangun (pedoman, proses, 

prosedur audit internal). 

c. Perencanaan audit didasarkan pada prioritas manajemen. 

 
d. Unit audit internal masih memiliki ketergantungan terutama pada 

keahlian dan kompetensi dari individu- individu tertentu. 

e. Kesesuaian dengan standar masih sebagian atau belum sepenuhnya. 

 

3) Level 3 (Integrated) 

 

Pada organisasi APIP yang mencapai level 3, dalam pelaksanaan 

 

pengawasannya praktik profesional dan audit internal telah diterapkan secara 

serentak dan telah selaras dengan standar. 

APIP kapabilitas level 3, “Telah mampu menilai efesiensi, efektivitas 

dan keekonomian suatu program atau kegiatan dan mampu memberikan 

konsultasi pada tata kelola, menejemen resiko dan pengendalian intern”. 

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 3 adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan, proses dan prosedur pada unit audit internal telah 

didefinisikan, didokumentasikan dan diintegrasikan dengan infrastruktur 

organisasi. 
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b. Manajemen dan praktik profesional telah terbangun dengan baik dan 

diterpakan secara menyeluruh di setiap kegiatan audit internal. 

c. Unit audit internal mulai selaras dengan kegiatan organisasi dan risiko 

yang dihadapi organisasi. 

d. Unit audit internal berevolusi dari melakukan audit internal yang 

tradisional menjadi bagian yang terintegrasi sebagai satu kesatuan dalam 

organisasi dan memberikan saran pada kinerja dan manajemen risiko. 

e. Unit audit internal fokus pada membangun kerjasama tim dan kapasitas 

kegiatan audit internal serta independensi dan objektivitasnya. 

f. Kegiatan unit audit internal pada umumnya telah sesuai dengan standar. 

 

4) Level 4 (Managed) 

 

Pada organisasi APIP yang mencapai level 4, dalam pelaksanaan 

 

pengawasannya unit audit internal telah mengintergrasikan semua informasi 

di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen resiko. 

 
APIP kapabilitas level 4, “Telah mampu memberikan assurance sacara 

keseluruhan atas tata kelola, manejemen resiko dan pengendalian intern”. 

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 3 adalah sebagai berikut : 

 
a. Harapan auditor internal dan pemangku kepentingan utama telah selaras. 

 
b. Ukuran kinerja telah ditetapkan untuk mengukur dan memonitor proses 

dan hasil dari unit audit internal. 

c. Unit Audit internal diakui sebagai pemberi kontribusi yang signifikan bagi 

organisasi. 

d. Fungsi unit audit internal adalah sebagai bagian integral dari tata kelola 

organisasi dan manajemen risiko. 
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e. Unit audit internal merupakan unit organisasi yang di kelola dengan baik. 

 
f. Risiko unit audit internal diukur dan dikelola secara kuantitaitif. 

 
g. Keahlian dan kompetensi yang disyaratkan telah terpenuhi dengan 

kapasitas untuk terus memperbaharui dan berbagi pengetahuan baik dalam 

unit audit internal maupun seluruh organisasi. 

 
5) Level 5 (Optimizing) 

 

Pada organisasi APIP yang mencapai level 5, dalam pelaksanaan 

 

pengawasannya unit audit internal telah menunjukkan unit yang terus belajar, 

baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan. 

APIP kapabilitas level 5, “Telah menjadi agen perubahan”. 

 

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 5 adalah sebagai berikut : 

 

a. Unit audit internal merupakan organisai pembelajaran dengan perbaikan 

proses yang berkelanjutan dan inovasi. 

b. Unit audit internal menggunakan informatsi dari dalam dan luar organisasi 

untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan strategis. 

c. Unit audit internal memiliki kinerja dengan praktik terbaik, 

direkomendasikan, dan berkelas dunia. 

d. Unit audit internal merupakan bagian penting dari struktur tata kelola 

organisasi. 

e. Unit audit internal memiliki para profesional tingkat atas dengan keahlian 

khusus. 

f. Pengukuran kinerja individu, unit dan, organisasi telah terintegrasi untuk 

mendorong peningkatan kinerja. 
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c. Matriks Kapabilitas APIP 

 

Tabel II.1 
 

Tabel Matriks Kapabilitas APIP  
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7. Area Proses Kunci (Key Process Area/KPA) 

 

Dalam rangka peningkatan mandiri (self improvement) kapabilitas, APIP 

 

harus menguasai (mastering) dan melembagakan (Institutionalizing) KPA. 

APIP dapat dikatakan memilik kapabilitas level tertentu ketika APIP telah 

menguasai dan melembagakan semua KPA level tersebut. Setiap KPA terdiri 

dari tujuan, kegiatan penting, output, outcome, dan penerapan praktik secara 

kelembagaan (Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Pubic Sector, 

2009: 15), yaitu: 

 
1. Tujuan 

 
Tujuan menggambarkan keadaan yang harus terwujud untuk KPA tersebut 

dan mengindikasikan lingkup dan maksud dari setiap KPA. Keadaan ini 

harus diimplementasikan secara efektif dan bertahan. Capaian tujuan 

merupakan indikator kapabilitas Internal Auditor. 

2. Kegiatan Penting 

 
Setiap KPA mengindikasikan sekelompok kegiatan terkait yang jika secara 

kolektif dijalankan akan membantu mencapai tujuan. Sekelompok 

kegiatan yang menghasilkan output dan outcome adalah aktivitas esensial. 

 
3. Output dan outcome 

 
Output adalah hal yang dihasilkan langsung melalui pencapaian KPA dan 

outcome adalah hal yang dihasilkan dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

4. Praktik pelembagaan 

 

Praktik-praktik tertentu harus dikuasai dan dilembagakan ke dalam 

kegiatan audit internal untuk mencapai KPA tertentu. Panduan IACM 
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memberikan beberapa contoh praktik pelembagaan yang berisi cara-cara 

mengimplementasikan KPA, tetapi tidak dimaksudkan untuk diterapkan 

secara wajib. 

 
Penguasaan KPA adalah output dan outcome untuk tiap-tiap KPA yang 

ditargetkan. Langkah ini dilakukan dengan melaksanakan aktivitas 

esensial/kegiatan penting dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. 

 
KPA di setiap elemen pada setiap tingkat kapabilitas audit internal 

(Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Pubic Sector, 2009) adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Services and Role of Internal Auditing (Peran dan Layanan) 

 

1) Audit kepatuhan, 9 pernyataan (Level 2). 

 
2) Audit kinerja/evaluasi program, 6 pernyataan (Level 3). 

 
3) Layanan konsultasi, 4 pernyataan (Level 3). 

 
4) Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian organisasi, 5 pernyataan (Level 4). 

5) Unit audit internal diakui sebagai agen perubahan, 6 pernyataan (Level 

5). 

 
b. People Management (Manajemen Sumber Daya Manusia) 

 

1) Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten, 5 pernyataan (Level 

2). 

2) Pengembangan Profesi Individu, 7 pernyataan (Level 2). 

 

3) Koordinasi tim, 3 pernyataan (Level 3). 

 

4) Pegawai yang berkualifikasi professional, 9 pernyataan (Level 3). 
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5) Membangun tim dan kompetensinya, 8 pernyataan (Level 3). 

 
6) Perencanaan tenaga/tim kerja, 4 pernyataan (Level 4). 

 
7) Unit audit internal mendukung organisasi profesi, 5 pernyataan (Level 

4). 

8) Unit audit internal berkontribusi terhadap pengembangan manajemen, 5 

pernyataan (Level 4). 

9) Proyeksi tenaga/tim kerja, 3 pernyataan (Level 5). 

 
10) Pimpinan unit audit internal berperan aktif dalam organisasi profesi, 6 

pernyataan (Level 5). 

 
c. Professional Practices (Praktik Profesional) 

 

1) Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku 

kepentingan, 6 pernyataan (Level 2). 

2) Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya, 7 pernyataan 

(Level2). 

3) Perencanaan audit berbasis risiko, 10 pernyataan (Level 3). 

 

4) Kerangka kerja manajemen kualitas, 7 pernyataan (Level 3). 

 

5) Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi, 4 pernyataan 

(Level 4). 

6) Unit audit internal memiliki perencanaan strategis, 5 pernyataan (Level 

5). 

7) Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan, 4 pernyataan 

(Level 5). 
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d.  Performance Management and Accountability (Akuntabilitas dan 

 

Manajemen Kinerja) 

 

1) Perencanaan kegiatan audit internal, 6 pernyataan (Level 2). 

 
2) Anggaran operasional kegiatan audit internal, 4 pernyataan (Level 2). 

 
3) Pelaporan manajemen audit internal, 6 pernyataan (Level 3). 

 
4) Informasi biaya, 5 pernyataan (Level 3). 

 
5) Pengukuran kinerja, 8 pernyataan (Level 3). 

 
6) Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif, 9 pernyataan 

(Level 4). 

7) Laporan efektivitas audit internal kepada public, 5 pernyataan (Level 

5). 

 
e. Organizational Relationships and Culture (Budaya dan Hubungan 

Organisasi) 

 
1) Pengelolaan organisasi audit internal, 6 pernyataan (Level 2). 

 
2) Komponen manajemen tim yang integral, 9 pernyataan (Level 3). 

 
3) Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan, 

5 pernyataan (Level 3). 

4) Pimpinan unit audit internal mampu memberikan saran dan 

mempengaruhi manajeman, 7 pernyataan (Level 4). 

5) Hubungan berjalan efektif dan terus menerus, 8 pernyataan (Level 5). 

 

f. Governance Structure (Struktur Tata Kelola) 

 

1) Hubungan pelaporan telah terbangun, 5 pernyataan (Level 2). 

 

2) Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM, 3 

pernyataan (Level 2). 
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3) Mekanisme pendanaan, 5 pernyataan (Level 3). 

 
4) Pengawasan manajemen terhadap kegiatan audit internal, 8 pernyataan 

(Level 3). 

5) Laporan pimpinan unit audit internal kepada pimpinan tertinggi 

organisasi, 3 pernyataan (Level 4). 

6) Pengawasan independen terhadap kegiatan audit internal, 9 pernyataan 

(Level 4). 

7) Independensi, kemampuan, dan kewenangan penuh unit audit internal, 

5 pernyataan (Level 5). 

 

Pelembagaan KPA adalah pengintegrasian aktivitas esensial dalam budaya 

organisasi Kementrian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Langkah pelembagaan 

dalam dilaksanakan sebagai berikut (PK BPKP tentang Pedoman Teknis 

Peningkatan Kapabilitas APIP) : 

1. Pembangunan komitmen dan pengembangan kebijakan K/L/D. Langkah 

ini dilakukan melalui pengembangan kebijakan untuk membangun, 

mengembangkan dan menyelenggarakan aktivitas esensial pada KPA 

tersebut. 

2. Penyediaan Sumber Daya yang memadai (Obility Perform). Hal ini terkait 

dengan kebutuhan sumber daya yang memadai, baik sumber daya 

manusia, dana, peralatan maupun keahlian yang dibutuhkan. 

3. Implementasi kebijakan di APIP K/L/D (Activities Perfomed). Langkah ini 

merupakan pelaksanaan aktivitas esensial KPA secara spesifik. 
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4. Pengukuran peningkatan kapabilitas APIP (Measurement). Pengukuran 

dilakukan terhadap aktivitas esensial secara berkelanjutan yang kemudian 

di analisis untuk mengetahui tingkat kemajuannya. 

5. Evaluasi independen untuk menilai peningkatan kapabilitas APIP 

(verification). Verifikasi merupakan upaya untuk meyakini bahwa aktivitas 

 
esensial dilaksanakan sesuai kebijaksanaan dan prosedur, termasuk perlu 

dilakukannya evaluasi secara independen dan reviu oleh manajemen.  

Jumlah KPA setiap level dapat di lihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel II.2  
Jumlah KPA setiap Level  

    Pernyataan    

Elemen Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Jumlah 

 Jumlah Nomor Jumlah Nomor Jumlah Nomor Jumlah Nomor Total 

I 9 1-9 10 10-19 5 20-24 6 25-30 30 

II 12 1-12 20 13-32 14 34-46 9 47-55 3 

III 13 1-13 17 14-30 4 31-34 9 35-43 43 

IV 10 1-10 19 11-29 9 30-38 5 39-43 43 

V 6 1-6 14 7-20 7 21-27 8 28-35 35 

VI 8 1-8 13 9-21 8 22-29 5 30-34 34 

 58  93  47  42  240 

Sumber : Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis 

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

 

8. Penelitian Tedahulu 

 

Penelitian mengenai kapabilitas audit internal belum banyak mengingat 

 

model kapabilitas IACM oleh IIARF dilaksanakan pada tahun 2009 dan di 

 

adopsi BPKP untuk APIP di Indonesia pada tahun 2010. Beberapa penelitian 

 

yang hampir serupa adalah sebagai berikut : 
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a. Yudhi Setiawan (2015) dalam penelitian pada Inspektorat Kota 

Palembang, membahas untuk penerapan dan tingkat kapabilitas Aparatur 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menggunakan Internal Audit 

Capability Model (IA-CM) sebagai pengawasan intern yang efektif. Data 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa formulir 

isian peningkatan kapabilitas APIP menuju level 2 (infrastructure). 

Mengacu pada model kapabilitas IACM sebagai indikator penilaian dan 

rujukan SE-684/JF/2/ 2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Petunjuk 

Pelaksanaan Assessment (Evaluasi) Tata Kelola Inspektorat 

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 serta hasil wawancara dengan pihak 

BPKP perwakilan provinsi Sumatera Selatan telah dapat disimpulkan 

untuk level entitas APIP Inspektorat kota Palembang berada di level 2 

dengan catatan. Evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat kota Palembang 

ialah telah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan 

dan mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi. 

 
b. Tommy Indra Heriyanto (2016) dalam skripsinya mengidentifikasi tingkat 

kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pemerintah 

Kota Padang Panjang menggunakan konsep Internal Audit Capability 

Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh IIA sebagai instansi pengawasan 

intern yang efektif. IA-CM menggunakan enam elemen audit internal 

dalam menilai kapabilitas internal audit yaitu Peran dan Layanan Audit 

Internal, Manajemen Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, 

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, 

serta Struktur Tata Kelola. Dari hasil penelitian tersebut berdasarkan 
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penelitian dari 6 elemen disimpulkan bahwa level kapabilitas APIP 

Insepektorat Kota Padang Panjang berada di Level 2. 

c. Vera Neldy (2016) membahas kondisi kapabilitas Inspektorat Kabupaten 

Solok, faktor-faktor yang menjadi kendala upaya peningkatan 

kapabilitasnya, serta untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan 

Inspektorat Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan kapabilitas 

sesuai dengan Internal Audit Capability Model (IACM). Dari hasil 

penelitian menggunakan standart IA-CM disimpulkan Inspektorat 

Kabupaten Solok berada pada Level 2 dengan catatan, hal ini dikarenakan 

dari 58 pernyataan untuk mencapai level 2, Inspektorat Kabupaten Solok 

hanya mampu memenuhi 50 pernyataan. 

d. Nita Safitri (2017) dalam penelitian nya membahas faktor-faktor yang 

menyebabkan ketertinggalan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Magelang, 

berdasarkan hasil penelitian disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan 

ketertinggalan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Magelang antara lain: 

kuantitas pemeriksaan yakni Kuantitas pemeriksaan yang terlalu banyak 

menyebabkan penumpukan pekerjaan sehingga menurunkan kualitas 

layanan audit dan kerangka kerja praktik profesional, administrasi yakni 

Lemahnya administrasi berakibat ketidaklengkapan dokumen yang 

menghalangi penilaian kapabilitas secara keseluruhan, pemahaman IACM 

karena Penilaian IACM secara mandiri baru dimulai pada tahun 2015 

sehingga belum semua pihak di Inspektorat Kabupaten Magelang 

memahami KPA yang dibutuhkan untuk mencapai inspektorat yang 

efektif, perencanaan berbasis risiko, anggaran nonpengawasan yang 
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dimana Inspektorat Kabupaten Magelang tidak menganggarkan cukup 

dana untuk kegiatan nonpengawasan, dan motivasi dimana belum ada 

peraturan yang mewajibkan inspektorat untuk menilai kapabilitas, 

sehingga motivasi tercapainya efektivitas inspektorat yang bisa diharapkan 

ialah dari bupati sebagai pihak manajemen. 

e. Jo Janse Van Rensbug (2014) membahas mengenai apakah IACM dapat 

digunakan pada audit internal Afrika Selatan. Penelitian ini menemukan 

82,9% dari KPA dapat diterapkan pada konteks Afrika Selatan dan tidak 

menunjukkan hambatan yang tidak bisa ditangani. Penelitian ini juga 

menemukan delapan kendala yang menghambat pencapaian 17,1% KPA, 

yaitu fungsi audit internal hanya bisa mengidentifikasi indikator 

kecurangan atau kecurangan yang sudah pernah diketahui, posisi pimpinan 

audit internal (chief audit executive/CAE) yang berada lebih rendah dari 

eksekutif lain, termasuk chief financial officer (CFO), remunerasi auditor 

internal bersasarkan sistem klasifikasi mengakibatkan terganggunya 

independensi karena rendahnya posisi CAE dibanding CFO, perbedaan 

opini mengenai pemeliharaan SDM dan kebijakan organisasi terhadap 

batasan akses informasi. 

f. Angga Rahmana (2016) dalam penelitian nya yang membahas tingkat 

kapabilitas APIP Kota Medan dengan mengacu kepada praktik tata kelola 

yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian 

elemen‐elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model 

(IA-CM), serta untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan 

hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di 
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lingkungannya. Dari hasil penelitian diperoleh penilaian level kapabilitas 

APIP Pemerintah Kota Medan yang berada pada level 2 dengan catatan 

perbaikan dikarenakan masih ada 2 elemen yang masih berada di level 1 

yaitu elemen 1 (Peran dan Layangan) dan elemen 3 (Pengelolaan SDM) 

dan 4 yang lainnya sudah mencapai level 2 yakni : elemen 2 (Praktik 

Profesional), 4 (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja), 5 (Budaya dan 

Hubungan Organisasi) dan 6 (Struktur Tata Kelola). 

 
Tabel II.3 

 

Hasil Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Judul Penelitian     Hasil Penelitian   

 Peneliti              
1. Yudhi Evaluasi Kapabilitas Dengan evaluasi  menggunakan IACM 

 Setiawan APIP menggunakan sebagai penilaian kepabilitas APIP 

 (2015) Internal  Audit  Capablity menyatakan APIP pada Inspektorat Kota 

  Model (IACM)  sebagai Palembang telah mampu menjamin proses 

  pengawasan intern yang tata kelola sesuai dengan peraturan dan 

  efektif (Studi kasus pada mendeteksi terjadinya tindak pidana 

  auditor  internal korupsi.        

  Inspektorat  Kota          

  Palembang            
2 Tommy Analisis Kapabilitas APIP Bersarkan analisis menggunakan standart 

 Indra berdasarkan Standart IA- IACM  menyatakan  bahwa  pada  APIP 

 Heriyanto CM Pada Pemerintah Pemerintah Kota Padang Panjang telah 

 (2016) Kota Padang Panjang  mencapai syarat untuk mencapai level 2. 
 Vera Analisis Peningkatan Hasil penelitian menggunakan konsep 

 Neldy Kapabilitas APIP dengan IACM pada Inspektorat kabupaten Solok 

 (2016) menggunakan IA-CM menyatakan bahwa level kapabilitas APIP 

  pada  Inspektorat Kabupaten  Solok  mencapai  level  2 

  Kabupaten Solok  dengan catatan  dikarenakan belum 

      tercapainya  target  KPA  level  2  pada 

      elemen   peran   dan  layana,   praktik 

      profesional dan struktur tata kelola  
4. Nita Analisis Kapabilitas Berdasarkan analisis APIP dengan 

 Safitri Aparat Pengawasan Intern inspektorat Kabupaten Bantul   dan 

 (2017) Pemerintah Kabupaten Kabupaten  Gunung  Kidul  di  peroleh 

  Magelang   Faktor penyebab ketertinggalan nya level 
      Kapabilitas APIP  Kabupaten Magelang 

      yang  mengacu  pada kelemahan 

      1)Kuantitas Pemeriksaan, 2)Administrasi, 
      3) Perencanaan berbasi  resiko, 

      4)Anggaran  non pengawasan, 

      5)Pemahana IACM, dan 6)Motivasi 
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5 Jo  Janse Internal Audit Capability Penelitian tersebut menemukan delapan 

 Van (The South African Public kendala yang  menghambat pencapain 

 Rensbug Sector)     KPA pada Audit Internal Afrika Selatan, 
 (2014)      yaitu fungsi audit internal, posisi audit 

       internal,  keterbatasan opini dan 

       keterbatasan keterlibatan pimpinan audit 

       internal dalam lembaga profesi.   
6 Angga Analisis  Kapabilitas Inspektorat Kota Medan telah Mencapai 

 Rahmana Aparat  Pengawasan Level  2  yang  berarti  telah  memiliki 

 (2016) Internal   APIP prosedur dan praktik audit internal yang 

  menggunakan Internal tetap   (berkelanjutan) dan berulang. 

  Audit Capability Model Inspektorat Kota Medan telah 

  (IA-CM)   Studi   Kasus membangun infrastruktur  yang 

  pada Inspektorat Kota dibutuhkan, walaupun belum seluruhnya. 

  Medan           
             

 

 

B. Kerangka Konseptual 

 

Peningkatan  Level  Kapabilitas  APIP  adalah  upaya  memperkuat, 

 

meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses 

bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran 

dan fungsi APIP yang efektif. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

mengadopsi standart Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang di 

kembangkan oleh The Instituted of Internal Auditor (IIA) sebagai acuan penilaian 

Kapabilitas APIP di Indonesia. IA-CM menilai kapabilitas Internal Auditor 

menggunakan 6 elemen yaitu : : 1).Peran dan Layanan APIP ; 2) Pengelolaan 

Sumber Daya ; 3) Paktik Profesional ; 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja ; 

5) Budaya dan Hubungan Organisasi ; 6) Struktur Tata Kelola. Yang dalam 6 

elemen tersebut terdapat 41 KPA yang meliputi 240 Pernyataan yang akan 

dipenuhi oleh APIP. Setelah 240 pernyataan tersebut di isi oleh APIP maka akan 

diperoleh Level berdasarkan terpenuhi atau tidaknya pernyataan-pernyataan setiap 

elemen, lalu setelah diperoleh level setiap elemen-elemen tersebut kemudia dari 
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level-level elemen tersebut akan diperoleh pula Level APIP berdasarkan level-

level elemen. 

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara 

efektif, yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan 

dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Untuk menilai tingkat kapabilitas 

APIP digunakan tahap Penilaian Mandiri (Self Assesment) yang mengacu pada 

praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui 

penilaian eleme-elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model 

(IACM). 

Dengan penilaian berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas diharapkan 

dapat menilai efektivitas APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kemudian melalui hasil setiap elemen 

akan dihasilkan level masing-masing elemen tersebut sebelum menyimpulkan 

level suatu APIP. 

Lalu dari level setiap elemen maka dapat di simpulkan lah level kapabilitas 

suatu APIP yang menggambarkan tahap-tahap kegiatan pengawasan intern yang 

dilaksanakan unit APIP tealh efektif sesuai dengan pemenughan pernyataan-

pernyataan dari setiap KPA pada setiap elemen. 

Lalu melalui hasil Penilaian Kapabilitas APIP yang telah menyatakan level 

APIP maka diuraikan lah upaya atau strategi oleh APIP Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi untuk menanggulangi level APIP yang telah/belum mencapai target atau 

strategi untuk tahap peningkatan kapabilitas APIP. 
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Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan maka 

 

dengan hal ini penulis menggambarkan kerangka konspetual sebagai berikut :  
 
 
 
 
 

Peningkatan Level Kapabilitas  
APIP  

 
 

 

Elemen – Elemen Internal Audit Capability Model (IA-CM)  
 
 

 

Level Internal Audit Capability Model (IA-CM)  
 

 

Strategi meningkatkan 
 

Level Kapabilitas APIP 
 

sesuai target 
 
 

 

Gambar ll.2  

Kerangka Konseptual 

Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 

Menggunakan Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM) 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan 

 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel lain”.(Sugiyono, 2006, hal. 11) pendekatan deskriptif adalah 

 
Penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis akan 

mendeskripsikan bagaimana peningkatan level kapabilitas APIP di Inspektorat 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan diikuti dengan upaya yang harus dilaksanakan 

untuk mendorong suatu APIP mencapai level yang lebih tinggi. 

 
B. Definisi Operasional 

 

Defenisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui 

 

sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan 

koefisien korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas penelitian ini. 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam 

penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Menurut Sugiyono (2010, hal.  

58) Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya Adapun variabel yang akan diamati 

dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 

 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah 

 

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) 

di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, 

2. IA-CM (Internal Audit Capability Model) 

 

Internal Audit Capability Model (IACM), yaitu suatu kerangka kerja yang 

mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk 

pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Penilaian IA-CM melalui 6 

elemen sebagai berikut : 

a. Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing) 

 
Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan objektif 

dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan 

memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang 

lebih baik. 

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 

 
Yaitu suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan 

kompetensi dan karir SDM, memberikan insentif, sampai dengan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan 

pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal. 

c. Paktik Profesional (Profesional Practice) 

 

Yaitu penilaian terhadap kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, 

proses dan prakti-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara 

efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan prakti- 
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praktik APIP dengan perioritas dan strategi pengelolaan resiko dari 

K/L/P dimana APIP itu berada. 

 
d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and 

Accountability) 

 
Upaya APIP dalam menyediakan infoemasi kinerja yang dibutuhkan, 

baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan, dalam 

mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan opersional APIP dan 

mempetanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP. 

e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and 

Culture) 

 
Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan 

Internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur 

organisasi dan manajemen internal. 

f. Struktur Tata Kelola 

 

Penilaian ini untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan 

proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan, 

dukungan dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern serta 

hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sara 

terjaminnya independensi dan Objektivitas APIP. 

3. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

 

Menilai  tingkat  kemampuan  APIP  untuk  melaksanakan  tugas-tugas 

 

pengawasan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP 

secara efektif. Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP mengadopsi konsep IA- 
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CM yang d kembangkan oleh The Instituted of Internal Auditor yang dinilai 

 

dengan 5 level, yaitu : 

 

a. Level 1 (Initial) 

 

Belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai 

peraturan dan mencegah korupsi. 

 
b. Level 2 (Infrastructure) 

 
Telah mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses 

sesuai peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi. 

c. Level 3 (Integrated) 

 
Telah mampu menilai efesiensi, efektivitas dan keekonomian suatu 

program atau kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata 

kelola, menejemen resiko dan pengendalian intern. 

 
d. Level 4 (Managed) 

 
Telah mampu memberikan assurance sacara keseluruhan atas tata kelola, 

manejemen resiko dan pengendalian intern. 

e. Level 5 (Optimizing) 

 
Telah menjadi agen perubahan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1.  Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

yang terletak dijalan Gunung Agung No.4 Telp (0621) 21272 Kota 

Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. 
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2.  Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan November 2017 - 

 

Maret 2018 

 

Tabel III.1  

Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian 

N 
Nama Kegiatan 

November Desember  Januari  Februari   Maret  
 

                        
 

O 1 2 3 4 1 2 3 
 

4 1 2 3 
 

4 1 2 3 
 

4 1 2 3 
 

4 
 

     
 

                          
 

1 Pra Riset                         
 

2 Pengajuan Judul                         
 

3 Penyusunan Proposal                         
 

4 Seminar Proposal                         
 

                          
 

5 Pengumpulan data                         
 

6 Pengelolaan data                         
 

7 Sidang meja Hijau                         
 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

1. Jenis Data 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data 

kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. 

Menurut Arfan Ikhsan (2014, hal. 121) mendefenisikan Dara Kualitatif 

adalah “jenis data penelitian yang berupa opini, atau karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian. 

 
2. Sumber Data 

 

a. Data Primer 

 

Data Primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek 

 

penelitian, baik melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi 

literatur yang kemudian akan akan diolah oleh peneliti. Menurut 

Suryabrata (2015, hal 39) mendefenisikan bahwa data primer adalah data 

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari 
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sumber pertamanya dari hasil pengumpulan data mentahnya yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri. 

 
b. Data Sekunder 

 

Data sekunder yaitu data yang diproleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

 

baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data 

mengenai sejarah ringkas, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya. 

Menurut Suryabrata (2015, hal. 39) mendefenisikan bahwa data sekunder 

adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen, misalnya 

Peraturan Pemerintah, Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

 

1. Teknik wawancara semiterstruktur, yaitu untuk menemukan masalah 

lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat, 

dan ide-idenya dan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan. 

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu pejabat APIP di 

Inspektorat Kota Tebinng Tinggi yang berwenang sebagai pejabat yang 

mengikuti penilaian mandiri dengan menjawab pernyataan setiap KPA 

yang terdapat dalam 6 elemen menurut IA-CM. Metode ini digunakan 

untuk memperoleh informasi dan keterangan untuk melengkapi 

kelengkapan penelitian ini. (Sugiyono, 2016) 

2. Teknik Observasi Terfokus, menurut Sugiyono (2016) teknik observasi 

terfokus yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan 

pada aspek tertentu. Dalam tahap observasi ini peneliti melakukan 
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analisis yang tidak hanya penejelajahan umum, melainkan analisis yang 

memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk 

menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran 

penelitian. 

Dalam teknik observasi ini peneliti berfokus pada tingkat 

Kapabiltas APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi berhubung dengan 

Intruksi Pemerintah dalam RPJMN yang menargetkan kapabilitas APIP 

di tahun 2019 berada pada level 3 maka peneliti menilai apakah APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai level 3. 

3. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen, laporan ataupun pedoman dari peraturan pemerintah serta isian 

formulir oleh APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk di nilai dengan 

menggunakan metode penilaian mandiri berdasarkan Peraturan 

Pemerintah tentang pedoman Penialain Tingkat Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah. Teknik ini digunakan untuk 

menyesuaikan data berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. 

 
F. Teknik Analisis Data 

 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 

dengan menggunakan metode dekskriptif, yaitu dengan cara menentukan data 

yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian 

mengelompokkannya, menginterprestasikan, dan menganalisis data serta 

dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan 

selanjutnya memberikan saran. 
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Tingkat kapabilitas APIP dalam model IA-CM dikelompokkan ke dalam 

lima tingkatan (level), yaitu Level 1 (Initial) sampai dengan Level 5 

(Optimizing). Informasi tingkat kapabilitas APIP diperoleh melalui dua ratus 

empat puluh pernyataan yang ada dalam formulir isian dengan menentukan salah 

satu pilihan dari ketiga jawaban “ya”, “sebagian”, “tidak”. Jawaban didasarkan 

pada dokumen yang ada di unit APIP yang bersangkutan dan sudah 

diimplementasikan secara terus menerus. Jawaban “ya” dipilih dengan kondisi 

unit APIP mempunyai dokumen pendukung, dan telah mengimplementasikan 

seluruhnya secara terus menerus dan berulang-ulang. Jawaban “sebagian” dipilih 

dengan kondisi unit APIP hanya mempunyai sebagian dokumen pendukung, dan 

hanya mengimplementas ikan sebagian besar dokumen tersebut secara tidak 

terus menerus dan tidak berulangulang. Sedangkan jawaban “tidak” dipilih jika 

unit APIP yang bersangkutan tidak mempunyai dokumen yang dapat 

diimplementasikan di unit APIP tersebut. Pemilihan jawaban dalam formulir 

isian dilakukan secara berurutan mulai dari pernyataan pertama sampai dengan 

pernyataan terakhir pada masing-masing elemen kapabilitas APIP. 

 
Dalam formulir isian kapabilitas APIP, jawaban “ya” bernilai 1 (satu), 

jawaban “sebagian” bernilai 0,5 (setengah), dan jawaban “tidak” bernilai 0 (nol). 

Nilai perolehan atas pilihan jawaban yang diisikan dalam formulir isian, akan 

dikonversi menjadi persentase pemenuhan area proses kunci, capaian level 

kapabilitas APIP per elemen, dan simpulan tingkat kapabilitas APIP secara 

keseluruhan. Persentase pemenuhan area proses kunci diperoleh dari jumlah nilai 

perolehan atas pernyataan pada suatu area proses kunci dibagi dengan 
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jumlah pernyataan pada area proses kunci tersebut dikali 100%. Sedangkan cara 

penyimpulan capaian level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut 

Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Memberikan formulir isian dalam bentuk pernyataan yang bersumber dari 

Lampiran 1 Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP kepada APIP Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi untuk dijawab dalam rangka pengumpulan informasi tentang APIP 

terkait 6 elemen IA-CM 

2. Meminta formulir isian yang telah di isi oleh APIP di Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi yang berisi 240 pernyataan dari 41 Key Procces Area (KPA) 

yang terdapat dalam 6 elemen berdasarkan IA-CM. 

3. Berdasarkan formulir isian yang telah terisi lalu simpulkan level untuk setiap 

elemen berdasarkan pernyataan setiap KPA yang telah terpenuhi. Dasar 

penyimpulan level adalah sebagai berikut : Misalnya, untuk Elemen I Peran 

dan Layanan, jumlah pernyataan untuk Level 2 ada 9 pernyataan yaitu dari 

nomor 1 sampai dengan 9, untuk Level 3 ada 10 pernyataan yaitu dari nomor 

10 sampai dengan 19, dan seterusnya. Maka, jika pernyataan nomor 1 sampai 

dengan 9, dijawab “ya” semuanya maka nilainya adalah 9 sehingga capaian 

level untuk Elemen I Peran dan Layanan adalah Level 2. Namun, jika dari 9 

pernyataan tersebut ada satu atau lebih yang dijawab “sebagian” atau “tidak”, 

maka nilainya menjadi kurang dari 9, sehingga untuk Elemen 1 Peran dan 

Layanan capaiannya baru di Level 1. Demikian seterusnya untuk setiap level 

pada setiap elemen. 
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4. Setelah masing-masing elemen diketahui capaian levelnya, maka 

penyimpulan capaian level kapabilitas unit APIP secara keseluruhan adalah: 

a. Jika capaian level untuk semua elemen adalah sama, maka simpulannya 

adalah sesuai dengan capaian tersebut. Misal, seluruh elemen mencapai 

level 2, maka simpulannya adalah tingkat kapabilitas unit APIP tersebut 

berada di Level 2, dan seterusnya. 

b. Jika capaian level untuk masing-masing elemen adalah tidak sama, maka 

simpulannya adalah modus dari capaian level yang diperoleh dengan 

catatan perbaikan untuk mencapai level secara penuh. Misalnya, empat 

elemen mencapai level 3 sedangkan satu elemen mencapai level 2, dan 

sisanya satu elemen berada di level 1, maka simpulannya adalah tingkat 

kapabilitas APIP tersebut berada di level 2 dengan catatan perbaikan. 

5. Menganalisis data, dalam langkah ini penulis menganalisis pencapaian level 

setiap elemen yang diperoleh APIP pada Inspektorat Pemerintah Kota 

Tebing Tinggi hingga diperoleh level kapabilitas suatu APIP.. 

6. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini mendeskripsikan level 

yang telah di capai pada setiap elemen lalu menjelaskan pencapain level 

tersebut hingga diperoleh level per Unit APIP. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Deskrpsi Data 

 

Pengumpulan data dengan memperoleh data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara observasi dan 

dokumentasi dengan memperoleh formuir isian Kapabilitas APIP yang 

bersumber dari Lampiran 1 PK BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah. Dari formulir isian tersebut akan diketahui Key Procces Area 

(KPA) yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk di 

nilai berdasarkan elemen-elemen Internal Audit Capability Model (IA-CM) 

hingga di peroleh level untuk setiap elemen yang kemudian di analisis untuk 

memperoleh level per unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi.  

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia kepada kepala BPKP 

 

untuk dapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% di level 3 dan 1% di level 1 

pada tahun 2019, sebagaiman tercatum dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan 

kapabilitas APIP K/L/P sebanyak 85% di level 3 pada Tahun 2019, maka disini 

peneliti akan menilai APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi melalui 6 elemen sesuai 

Standart IA-CM dengan dibatasi pemenuhan KPA hingga level 3 saja untuk melhat 

apakah APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah mampu mewujudkan target yang 

di instruksikan oleh Presiden Republik sebagaimana yang telah tercantum di 

RPJMN. 
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2. Hasil Analisis Data 

 

a.  Pemenuhan Key Procces Area (KPA) 

 

Berdasarkan formulir isian yang telah di isi oleh unit APIP Inspektorat 

Kota Tebing Tinggi, berikut akan dijelaskan pemenuhan KPA dari setiap 

elemen IA-CM: 

 
1) Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing) 

Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 1 disajikan dalam 

 
tabel berikut : 

 

Tabel IV.1  
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 1   

No Key Procces Area Level 
Pernyataan Jawaban  Capaian 

 

Nomor Y S 
 

T (%)  

    
 

1 Audit Ketaatan 2 1-9 9 0  0 100.00 
 

2 Audit Kinerja 3 10-16 6 0  0 100.00 
 

3 Layanan Konsultasi 3 16-19 4 0  0 100.00 
 

4 Jumlah menyeluruh atas tata kelola, manajemen 4 20-24 - -  - - 
 

 resiko dan pengendalian organisasi        
 

5 Apip di akui sebagai agen perubahan 5 25-30 - -  - - 
 

 

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 KPA 

pada elemen 1, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai 100% 

yaitu KPA “Audit Ketaatan”, “Audit Kinerja” dan “Layanan Konsultasi”. 

Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai berikut : 

 

a) Pada KPA “Audit Ketaatan” dari total 9 pernyataan, 9 pernyataan di 

jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (9 x 1 = 9) dan total nilai 

pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((9/9) x 100% = 100%). 

 
b) Pada KPA “Audit Kinerja” dari total 6 pernyataan, 6 pernyataan di jawab 

“ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6) dan total nilai 

pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100% = 100%). 
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c) Pada KPA “Layanan Konsultasi” dari total 4 pernyataan, 4 pernyataan di 

jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (4 x 1 = 4) dan total nilai 

pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((4/4) x 100% = 100%). 

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 1 (Peran dan Layanan) semua 

pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3, maka untuk elemen 1 

(Peran dan Layanan) dinyatakan sudah mencapai Level 3. 

 
2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 

Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 2 disajikan dalam 

 
tabel berikut : 

 

Tabel IV.2  
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 2 

No Key Procces Area Level 
Pernyataan Jawaban Capaian 

 

Nomor Y S T (%)  

   
 

1 Identifikasi dan rekrutmen SDM yang 2 1-5 5 0 0 100.00 
 

 Kompeten       
 

2 Pengembangan profesi Individu 2 6-12 7 0 0 100.00 
 

3 Koordinasi tim 3 13-15 3 0 0 100.00 
 

4 Pegawai yang berkualifikasi profesional 3 16-24 9 0 0 100.00 
 

        
 

5 Membangun tim dan kompetensinya 3 25-32 8 0 0 100.00 
 

6 Perencanaan tenaga/tim kerja 4 33-36 - - - - 
 

7 APIP mendukung organisasi profesi 4 37-41 - -  - 
 

8 

APIP berkontribusi terhadap 

4 42-46 - - - 

 
 

pengembangan manajeme - 
 

9 Proyeksi tenaga 5 47-49 - - - - 
 

10 

Pimpinan Apip berperan aktif dalam 

5 50-55 - - - 

 
 

organisasi profesi - 
 

 

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 KPA 

pada elemen 2, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai 100% 

yaitu KPA “Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten”, 

“Pengembangan profesi Individu”, “Koordinasi tim”, “Pegawai yang 

berkualifikasi profesional” dan “Membangun tim dan kompetensinya”. 

Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai berikut : 
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a) Pada KPA “Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten” dari total 5 

pernyataan, 5 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah 

(5x1 = 5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah 

((5/5x100%=100%). 

 
b) Pada KPA “Pengembangan profesi Individu” dari total 7 pernyataan, 7 

pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (7 x 1 = 7) 

dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((7/7) x 100% 

= 100%). 

 
c) Pada KPA “Koordinasi tim” dari total 3 pernyataan, 3 pernyataan di jawab 

“ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (3 x 1 = 3) dan total nilai 

pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((3/3) x 100% = 100%). 

d) Pada KPA “Pegawai yang berkualifikasi profesional” dari total 9 

pernyataan, 9 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah 

(9 x 1 = 9) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah 

((9/9) x 100% = 100%). 

e) Pada KPA “Membangun tim dan kompetensinya” dari total 8 pernyataan, 

8 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (8 x 1 = 8) 

dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((8/8) x 100% 

= 100%). 

 

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia) semua pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3, maka 

untuk elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya Manusia) dinyatakan sudah 

mencapai Level 3. 
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3) Praktik Profesional (Profesional Practice) 

 

Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 3 disajikan dalam 

 

tabel berikut : 

 

Tabel IV.3  
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 3 

No Key Procces Area Level 
Pernyataan  Jawaban  Capaian 

 

Nomor Y 
 

S 
 

T (%)  

     
 

1 Perencanaan Pengawasan 2 1-6 6  0  0 100.00 
 

 berdasarkan prioritas manajemeen         
 

2 

Kerangka Kerja Praktik Profesional 

2 7-13 7 

 

0 

 

0 100.00 
 

dan Pengawasannya   
 

3 Perencanaan audit berbasis resiko 3 14-23 7  1  2 75.00 
 

4 Kualitas Kerangka Kerja Manajemen 3 24-30 2  5  0 64.28 
 

5 

Strategi audit memanfaatkan 

4 31-34 - 

 

- 

 

- - 
 

manajemen resiko organisasi   
 

6 APIP memiliki perencanaan strategis 5 35-39 -  -  - - 
 

7 

praktik Profesional dikembangkan 

5 40-43 - 

 

- 

 

- - 
 

secara berkelanjutan   
 

 

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 KPA 

pada elemen 3, hingga KPA untuk level 3 belum tercapai hingga 100% 

dimana KPA “Perencanaan Pengawasan berdasarkan prioritas manajemeen” 

dan “Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya” yang sudah 

mencapai 100%, dan KPA “Perencanaan audit berbasis resiko” dan “Kualitas 

Kerangka Kerja Manajemen” yang belum mencapai 100%. Penjelasan untuk 

setiap KPA dijelaskan sebagai berikut : 

 

a) Pada KPA “Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas 

Manajemeen” dari total 6 pernyataan, 6 pernyataan di jawab “ya” 

sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6) dan total nilai pencapaian 

pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100% = 100%). 

b) Pada KPA “Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya” 

dari total 7 pernyataan, 7 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai 
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jawaban nya adalah (7 x 1 = 7) dan total nilai pencapaian pemenuhan per 

KPA nya adalah ((7/7) x 100% = 100%). 

c) Pada KPA “Perencanaan Audit Berbasis Resiko” dari total 10 

pernyataan, 7 pernyataan di jawab “ya” (7 x 1 = 7), 1 pernyataan di 

jawab “sebagian” (1 x 0,5 = 1) dan 2 pernyataan di jawab “tidak” (2 x 0 

= 0) sehingga nilai jawaban nya adalah ((7x1 = 7) + (1x0,5 = 1) + (2x0 = 

0) = 7,5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah 

((7,5/10) x 100% = 75%). 

d) Pada KPA “Kualitas Kerangka Kerja Manajemen” dari total 7 

pernyataan, 2 pernyataan di jawab “ya” (2 x 1 = 2), dan 5 pernyataan di 

jawab “sebagian” (5x0,5 = 2,5) sehingga nilai jawaban nya adalah ((2x1 

= 2) + (5x0,5 = 2,5) = 4,5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per 

KPA nya adalah ((4,5/7) x 100% = 64,28%). 

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 3 (Praktik Profesional) pada 

KPA “Perencanaan Pengawasan berdasarkan prioritas manajemeen” dan 

“Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya” terpenuhi 100%, 

sedangkan KPA “Perencanaan Audit Berbasis Resiko” nilai pencapaian nya 

hanya terpenuhi 75% dan KPA “Kualitas Kerangka Kerja Manajemen” nilai 

pencapaian nya hanya terpenuhi 64,28%, maka untuk elemen 3 (Praktik 

Profesional) dinyatakan mencapai Level 2 karena dari 4 KPA, 2 KPA pada 

level 2 terpenuhi 100% sedangkan 2 KPA lainnya pada level 3 belum 

terpenuhi. 
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4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management 

and Accountability) 

 
Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 4 disajikan dalam 

 

tabel berikut : 

 

Tabel IV.4  
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 4 

No Key Procces Area Level 
Pernyataan  Jawaban  Capaian 

 

Nomor 
 

Y 
 

S T 
 

(%)  

      
 

1 Perencanaan Kegiatan APIP 2 1-6  6  0  0 100.00 
 

2 Anggaran Operasional Kegiatan APIP 2 7-10  4  0  0 100.00 
 

3 Pelaporan Manajemen APIP 3 11-16  6  0  0 100.00 
 

4 Informasi Biaya 3 17-21  3  0  2 60.00 
 

5 Pengukuran Kinerja 3 22-29  7  0  1 87.50 
 

6 

Penggabungan ukuran kinerja 

4 30-38 

       
 

kualitatif dan kuantitatif -  -  -  - 
 

7 Laporan Efektifitas APIP Kepada Publik 5 39-43 -  -  -  - 
  

 

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 KPA 

pada elemen 4, hingga KPA untuk level 3 sudah 3 KPA terpenuhi mencapai 

100% yaitu KPA “Perencanaan Kegiatan APIP”, “Anggaran Operasional 

Kegiatan APIP” dan “Pelaporan Manajemen APIP” sedangkan KPA 

“Informasi Biaya” dan “Pengukuran Kinerja” masih belum terpenuhi hingga 

100%. Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai berikut : 

 

a) Pada KPA “Perencanaan Kegiatan APIP” dari total 6 pernyataan, 6 

pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6) 

dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100% 

= 100%). 

b) Pada KPA “Anggaran Operasional Kegiatan APIP” dari total 4 

pernyataan, 4 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya 

adalah (4 x 1 = 4) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya 

adalah ((4/4) x 100% = 100%). 
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c) Pada KPA “Pelaporan Manajemen APIP” dari total 6 pernyataan, 6 

pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6) 

dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100% 

= 100%). 

d) Pada KPA “Informasi Biaya” dari total 5 pernyataan, 3 pernyataan di 

jawab “ya” (3 x 1 = 3), dan 2 pernyataan di jawab “tidak” (2x0 = 0) 

sehingga nilai jawaban nya adalah ((3x1 = 3) + (2x0 = 0) = 3) dan total 

nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((3/5) x 100% = 60%). 

e) Pada KPA “Pengukuran Kinerja” dari total 8 pernyataan, 7 pernyataan di 

jawab “ya” (7x1 = 7), dan 1 pernyataan di jawab “tidak” (1x0 = 0) 

sehingga nilai jawaban nya adalah ((7x1 = 7) + (1x0 = 0) = 7) dan total 

nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((7/8) x 100% = 

87,50%). 

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 4 (Akuntabilitas dan 

Manajemen Kinerja) pada KPA “Perencanaan Kegiatan APIP”, “Anggaran 

Operasional Kegiatan APIP” dan “Pelaporan Manajemen APIP” terpenuhi 

100%, sedangkan KPA “Informasi Biaya” nilai pencapaian nya hanya 

terpenuhi 60% dan KPA “Pengukuran Kinerja” nilai pencapaian nya hanya 

terpenuhi 87,50%, maka untuk elemen 3 (Praktik Profesional) dinyatakan 

mencapai Level 2 karena dari 5 KPA, 3 KPA pada level 2 terpenuhi 100% 

sedangkan 2 KPA pada level 3 belum terpenuhi. 
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5) Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and 

Culture) 

 
Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 5 disajikan dalam 

 

tabel berikut : 

 

Tabel IV.5  
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 5 

No Key Procces Area Level 
Pernyataan Jawaban Capaian 

 

Nomor Y S T (%)  

   
 

1 Pengelolaan Organisasi APIP 2 1-6 6 0 0 100.00 
 

2 Komponen manajemen tim yang integral 3 7-15 9 0 0 100.00 
 

3 Koordinasi dengan pihak lain yang 3 16-20 5 0 0 100.00 
 

 memberikan saran dan penjaminan       
 

4 Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan 4 21-27 - - - - 
 

 mempengaruhi manajemen       
 

5 Hubungan berjalan efektif dan terus-menerus 5 28-35 - - - - 
 

 

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat dilihat bahwa dari 5 

KPA pada elemen 5, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai 

100% yaitu KPA “Pengelolaan Organisasi APIP”, “Komponen Manajemen 

Tim Yang Integral” dan “Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan 

Saran Dan Penjaminan”. Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

a) Pada KPA “Pengelolaan Organisasi APIP” dari total 6 pernyataan, 6 

pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6x1 = 6) 

dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100% 

= 100%). 

 
b) Pada KPA “Komponen Manajemen Tim Yang Integral” dari total 9 

pernyataan, 9 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya 

adalah (9x1 = 9) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya 

adalah ((9/9) x 100% = 100%). 
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c) Pada KPA “Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan Saran 

Dan Penjaminan” dari total 5 pernyataan, 5 pernyataan di jawab “ya” 

sehingga nilai jawaban nya adalah (5x1 = 5) dan total nilai pencapaian 

pemenuhan per KPA nya adalah ((5/5) x 100% = 100%). 

 

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 5 (Budaya dan Hubungan 

Organisasi) semua pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3, 

maka untuk elemen 5 (Budaya dan Hubungan Organisasi) dinyatakan sudah 

mencapai Level 3. 

 

6) Struktur Tata Kelola (Governance Structure) 
 

 

Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 5 disajikan dalam 

tabel berikut : 

 

Tabel IV.6  
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 6 

No Key Procces Area Level 
Pernyataan Jawaban  Capaian 

 

Nomor Y S 
 

T (%)  

    
 

1 Hubungan Pelaporan telah Terbangun 2 1-5 5 0  0 100.00 
 

2 

Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset 

2 6-8 3 0 

 

0 100.00 
 

dan SDM  
 

3 Mekanisme Pendanaan 3 9-13 5 0  0 100.00 
 

4 Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP 3 14-21 8 0  0 100.00 
 

5 

Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi 

4 22-24 - - 

 

- - 
 

organisasi  
 

6 Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP 4 25-29 - -  - - 
 

7 

Independensi, kemampuan dan kewenangan 

5 30-34 - - 

 

- - 
 

penuh APIP  
 

 

 

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat dilihat bahwa dari 7 

KPA pada elemen 7, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai 

100% yaitu KPA “Hubungan Pelaporan telah Terbangun”, “Akses Penuh 

terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM”, “Mekanisme Pendanaan” 



66 
 
 

 

dan “Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP”. Penjelasan untuk 

setiap KPA dijelaskan sebagai berikut : 

 

a) Pada KPA “Hubungan Pelaporan telah Terbangun” dari total 5 

pernyataan, 5 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya 

adalah (5x1 = 5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya 

adalah ((5/5) x 100% = 100%). 

 
b) Pada KPA “Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM” 

dari total 3 pernyataan, 3 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai 

jawaban nya adalah (3x1 = 3) dan total nilai pencapaian pemenuhan per 

KPA nya adalah ((3/3) x 100% = 100%). 

c) Pada KPA “Mekanisme Pendanaan” dari total 5 pernyataan, 5 pernyataan 

di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (5x1 = 5) dan total nilai 

pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((5/5) x 100% = 100%). 

d) Pada KPA “Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP” dari total 

8 pernyataan, 8 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya 

adalah (8x1 = 8) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya 

adalah ((8/8) x 100% = 100%). 

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 6 (Struktur Tata Kelola) 

semua pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3, maka untuk 

elemen 6 (Struktur Tata Kelola) dinyatakan sudah mencapai Level 3. 
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b. Capaian Level Setiap Elemen 
 

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan pemenuhan Key Procces 

 

Area (KPA) pada setiap elemen, ditampilkan simpulan perolehan 

keseluruhan setiap elemen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 
Tabel IV.7  

Capaian Level Setiap Elemen  

No Elemen Key Procces Area Level 
Pernyataan Capaian Capaian 

 

Nomor (%) 
Level 

 

    Elemen  

      
 

 
Peran dan Layanan 

1. Audit Ketaatan 2  100.00  
 

1 2. Audit Kinerja 3 1-5 100.00 3 
 

APIP 
 

 3. Layanan Konsultasi 3  100.00   

    
 

  1. Identifikasi dan rekrutmen SDM 
2 

 
100.00 

 
 

  yang Kompeten 
  

 

      
 

  2. Pengembangan profesi Individu 2  100.00  
 

2 Pengelolaan SDM 
3. Koordinasi tim 3 

6-8 
100.00 

3  

4. Pegawai yang berkualifikasi 
3 100.00 

 

    
 

  profesional   
 

      
 

  5. Membangun tim dan 
3 

 
100.00 

 
 

  kompetensinya   
 

      
 

  1. Perencanaan Pengawasan 
2 

 
100.00 

 
 

  berdasarkan prioritas manajemeen   
 

      
 

3 Praktik Profesionnal 2. Kerangka Kerja Praktik Profesional 2 9-13 100.00 2 
 

  dan Pengawasannya     
 

  3. Perencanaan audit berbasis resiko 3  75.00  
 

  4. Kualitas Kerangka Kerja Manajemen 3  64.28  
 

  1. Perencanaan Kegiatan APIP 2  100.00  
 

 
Akuntabilitas dan 

2. Anggaran Operasional Kegiatan APIP 2  100.00  
 

4 3. Pelaporan Manajemen APIP 3 14-21 100.00 2  

Manajemen Kinerja 
 

 
4. Informasi Biaya 3 

 
60.00 

 
 

    
 

  5. Pengukuran Kinerja 3  87.50  
 

  1. Pengelolaan Organisasi APIP 2  100.00  
 

5 
Budaya dan 

2. Komponen manajemen tim yang 
3 

22-24 
100.00 

3 
 

integral  

Hubungan Organisasi 
  

 

 
3. Koordinasi dengan pihak lain yang 

3 
 

100.00 
 

 

    
 

  memberikan saran dan penjaminan 
  

 

      
 

  1. Hubungan Pelaporan telah 2  100.00  
 

  2. Akses Penuh terhadap Informasi 
2 

 
100.00 

 
 

 

Struktur Tata Kelola 
Organisasi, Aset dan SDM 

  
 

6 
 25-29 

 3  

3. Mekanisme Pendanaan 3 100.00 
 

    
 

  4. Pengawasan Manajemen terhadap 
3 

 
100.00 

 
 

  
Kegiatan APIP 
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c. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP 

 

Capaian tingkat Kapabilitas unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dari 

 

hasil penilaian 6 elemen sesuai standart IA-CM adalah sebagai berikut : 

 

Tabel IV.8  
Capaian Tingkat Level Kapabilitas APIP 

 Elemen Level 

l Peran dan Layanan APIP 3 

ll Pengelolaan SDM 3 

lll Praktik Profesionnal 2 

lV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 2 

V Budaya dan Hubungan Organisasi 3 

Vl Struktur Tata Kelola 3 

 Simpulan Level 3dcp* 

Keterangan: * = dengan catatan perbaikan (dcp) 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 4 elemen yaitu elemen “Peran 

dan Layanan APIP”, “Pengelolaan SDM”, “Budaya dan Hubungan 

Organisasi” dan “Struktur Tata Kelola” sudah mencapai “Level 3” sedangkan 

elemen “Praktik Profesional” dan elemen “Akuntabilitas dan Manejemn 

Kinerja” masih mencapai “Level 2”. Karena elemen yang memiliki level 

terendah kurang dari 3, yaitu elemen “Praktik Profesional” dan elemen 

“Akuntabilitas dan Manejemn Kinerja” yang berada pada Level 2, maka 

Level Kapabilitas Unit APIP dinyatakan pada satu tingkat di atas dari level 

paling rendah tersebut dengan “catatan perbaikan”. Sehingga dapat 

disimpulkan tingkat Level Kapabilitas Unit APIP Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi adalah satu tingkat di atas level yang paling rendah dengan tambahan 

“catatan perbaikan” yaitu “Level 3 dengan catatan perbaikan” (Integrated). 
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B. Pembahasan 

 

1. Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

 

Dengan Mengacu pada Standart IA-CM 

 

Berdasarkan penilaian kapabilitas pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

melalui elemen-elemen Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM), 

dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

berada pada level 3 dengan catatan perbaikan (Integrated). Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi belum mencapai level 3 penuh karena masih terdapat 2 elemen 

yang berada pada level 2 yaitu elemen “Praktik Profesional” dan elemen 

“Akuntabilitas dan Manejemn Kinerja”. Perlu adanya langkah-langkah 

perbaikan yang harus dilakukan Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk 

mencapai level 3 yang kemudian akan di bahas pada sub 3 di bagian strategi 

untuk meningkatan kapabilitas APIP yang belum maksimal. 

 
Berada pada level 3 dengan catatan perbaikan (Integrated) maka dapat 

dikatakan bahwa APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan 

pengawasannya praktik profesional dan audit internal telah diterapkan secara 

serentak dan telah selaras dengan standar yang ditentukan. Suatu APIP yang 

sudah mencapai pada level 3 berarti “Telah mampu menilai efesiensi, 

efektivitas dan keekonomian suatu program atau kegiatan dan mampu 

memberikan konsultasi pada tata kelola, menejemen resiko dan pengendalian 

intern”. 

 
Kondisi unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk setiap KPA pada 

masing-masing elemen pada level 3 dengan catatn perbaikan adalah sebagain 

berikut : 
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a. Elemen I : Peran dan Layanan 

 

1) KPA : Audit Ketaatan 

 
Berdasarkan tabel IV.1 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Audit Ketaatan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah 

mencapai 100% yang berarti APIP telah melaksanakan kegiatan audit 

ketaatan yang termasuk dalam audit reguler yang terfokus pada empat 

aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, keuangan, kepegawaian, dan aset. 

Pelaksanaan kegiatan pengawasan mengacu pada pedoman kendali 

mutu pada Inspektorat Kota Tebing TInggi dan pedoman tersebut juga 

telah memuat berisi formulir kendali mutu yang digunakan dalam 

kegiatan pengawasan. Inspektorat Kota tebing Tinggi telah memiliki 

Internal Audit Charter yang mengungkapkan jasa penjaminan yang 

dapat diberikan, salah satunya adalah audit kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2) KPA : Audit Kinerja 

 
Berdasarkan tabel IV.1 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Audit Kinerj APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah 

mencapai 100% namun APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi baru 

mulai menjalankan layanan audit kinerja. Dalam Internal Audit Charter 

(IAC) Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memuat layanan audit 

kinerja. Namun implementasinya secara khusus belum dilaksanakan. 

Rencana implementasi akan dilaksanakan di tahun 2018. 



71 
 
 

 

3) KPA : Layanan Konsultasi 

 
Berdasarkan tabel IV.1 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Layanan Konsultasi APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah 

mencapai 100% dimana Layanan jasa konsultasi telah diungkapkan 

dalam Internal Audit Charter Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Selain 

itu, Inspektorat Kota Tebing Tinggi juga telah membangun 

insfastruktur untuk layanan layanan konsultasi yaitu Standard 

Operating Procedure (SOP) Coaching Clinic, Formulir Konsultasi dan 

Kuisioner Kepuasan Layanan Konsultasi. Implementasi layanan 

konsultasi telah sesuai dengan prosedur dan setiap Pejabat Fungsional 

Auditor (PFA) telah menandatangani pernyataan independensi dan 

objektivitas sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan (assurance dan 

consulting). 

 
b. Elemen II : Pengelolaan SDM 

 

1) KPA : Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten 

Berdasarkan tabel IV.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% mengungkapkan 

bahwa APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah mengidentifikasi 

peran dan tanggung jawab setiap jabatan struktural dan fungsional yang 

ada. Uraian jabatan ini ditetapkan ke dalam suatu keputusan inspektur. 

nspektorat Kota juga telah menghitung kebutuhan jumlah auditor dan 

mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan 

untuk menduduki setiap jabatan yang ada dan melaksanakan kegiatan- 
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kegiatan pengawasan yang telah direncanakan. Hasil analisis kebutuhan 

jumlah auditor dan identifikasi ini tertuang dalam sebuah dokumen 

pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor di lingkungan 

APIP Kota Tebing Tinggi dan peta kompetensi. 

2) KPA : Pengembangan profesi Individu 

 

Berdasarkan tabel IV.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Pengembangan profesi Individu APIP Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi sudah mencapai 100% dimana dalam pengembangan kapasitas 

individu profesi auditor, Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah 

melaksanakan diklat-diklat baik Diklat Pembentukan Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Teknis lainnya serta Pelatihan 

Kantor Sendiri (PKS) bagi sumber daya manusia di lingkungan 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dokumen 

perencanaan diklat dan PKS serta laporan pelaksanaannya. Kegiatan 

pengawasan telah dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari auditor yang 

bersertifikasi JFA. Inspektora Tebing Tinggi juga mendukung para 

auditor untuk menjadi anggota profesi auditor salah satunya dengan 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 

 
3) KPA : Koordinasi tim 

 
Berdasarkan tabel IV.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Koordinasi tim APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah 

mencapai 100% yaitu Inspektorat telah menyusun audit universe 

berbasis resiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang 
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telah diidentifikasi untuk memperkirakan jumlah auditan dan ruang 

lingkup audit dan kegiatan pengawasan lainnya serta telah menyusun 

Peta Kompetensi untuk mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki 

untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Dokumen tersebut memuat 

data pegawai termasuk data pendidikan dan diklat yang pernah diikuti, 

selain itu terdapat juga analisis kebutuhan auditor. Terdapat kebijakan 

inspektorat yang mendukung satuan tugas di lingkungan Inspektorat 

Kota Tebing Tinggi yaitu Kebijakan Sistem Koordinasi Internal APIP. 

4) KPA : Pegawai yang berkualifikasi professional 

 
Berdasarkan tabel IV.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Pegawai yang berkualifikasi professional APIP Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi sudah mencapai 100% menjeaskan bahwa Inspektorat 

Kota Tebing Tinggi telah menyusun standar kompetensi auditor. 

Inspektorat juga sudah menyusun rencana diklat baik diklat 

pembentukan dan substantif yang mendukung kegiatan pengawasan 3E 

(ekonomis, efisien dan efektif) dalam rangka peningkatan profesional 

auditor yang ada di lingkungan Inspektorat Kota Tebing Tinggi. 

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan telah didukung oleh tim yang 

bersertifikasi JFA. Dalam rangka pengembangan kemampuan auditor, 

inspektorat Kota Tebing Tinggi juga pernah melaksanakan kerja sama 

dengan BPKP dalam kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2015. 
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5) KPA : Membangun tim dan kompetensinya 

 
Berdasarkan tabel IV.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Membangun tim dan kompetensinya APIP Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana dalam rangka 

pengembangan kemampuan individu untuk dapat bekerja dalam tim 

secara efektif, Inspektorat Kota Tebing Tinggi mengimplementasikan 

kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim sesuai dengan standar 

kompetensi yang telah ditetapkan dan sedang menyusun mekanisme 

pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku 

tersebut. Terdapat juga berbagai diklat dan PKS dalam rangka 

pengembangan kemampuan individu dan kerja tim dalam 

melaksanakan kegiatan pengawasan. Pola komunikasi dan koordinasi 

tim audit dilaksanakan sesuai pedoman kendali mutu yang telah 

ditetapkan dan melaksanakan rapat-rapat internal terkait hal-hal terkait 

dalam kegiatan pengawasan. 

 
c. Elemen III : Praktik Profesional 

 

1) KPA   :   Perencanaan   Pengawasan   Berdasarkan   Prioritas 

 

Manajemeen 

 

Berdasarkan tabel IV.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemeen 

APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% yang 

berarti Inspektorat telah menyusun Program Kerja Pengawasan 

Tahunan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 yang dilengkapi 

dengan susunan tim audit dan anggaran yang diperlukan untuk 
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melaksanakan kegiatan pengawasan dengan sasaran seluruh jumlah 

auditan. 

2) KPA : Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya 

Berdasarkan tabel IV.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% yang berarti 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memiliki Internal Audit Charter 

yang ditandatangani oleh Walikota. IAC tersebut telah mencantumkan 

kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik; terkait 

lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi pengawasan intern; Kode 

Etik dan Standar Pengawasan yang digunakan. Untuk menjaga kualitas 

pengawasan, Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan 

Pedoman pelaksanaan pengawasan tertuang mulai dari perencanaan 

sampai pada pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

 

3) KPA : Perencanaan Audit Berbasis Resiko 

 

Berdasarkan tabel IV.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Perencanaan Audit Berbasis Resiko APIP Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi masih mencapai 75% sehingga untuk KPA Perencanaan 

Audit Berbasis Resiko dnyatakan Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah 

mulai melakukan pemutakhiran data objek pengawasan yang tercermin 

dalam Audit Universe yang disusun menggunakan beberapa faktor 

risiko untuk menentukan tingkat risiko suatu auditan. Faktor risiko 

yang digunakan yaitu jumlah anggaran, nilai LAKIP, nilai aset, jumlah 

kegiatan, jumlah rekomendasi temuan (BPK, APIP), nilai temuan,  
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kompetensi SDM dan persentase rekomendasi tindak lanjut. Namun 

inspektorat belum mengidentifikasi alternatif penanganan risiko yang 

dilakukan oleh manajemen dan penanganan tambahan yang diperlukan 

untuk merespons risiko. 

4) KPA : Kualitas Kerangka Kerja Manajemen 

 

Berdasarkan tabel IV.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Kualitas Kerangka Kerja Manajemen APIP Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi masih mencapai 64,28% dimana Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi telah melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan 

pedoman perencanaan, pelaksanaan, pelaporan seluruh kegiatan 

pengawasan. Salah satu upaya menjaga kualitas kegiatan pengawasan, 

inspektorat juga telah membuat pedoman telaah sejawat, namun untuk 

penerapannya belum dilaksanakan. Berdasarkan kondisi di atas, 

Inspektur Kota Tebing Tinggi segera melaksanakan telaah sejawat 

internal maupun ekternal sesuai dengan pedoman telaah sejawat yang 

telah ditetapkan dalam rangka penjaminan kegiatan pengawasan yang 

telah dilaksanakan. 

 
d. Elemen lV : Akuntabilitas dan Manjaemen Kinerja 

 

1) KPA : Perencanaan Kegiatan APIP 

 

Berdasarkan tabel IV.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Perencanaan Kegiatan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

sudah mencapai 100% dimana Inspektorat telah menyusun rencana 

kerja Tahun 2017 yang memuat sasaran dan hasil yang ingin dicapai 

serta mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan. 
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2) KPA : Anggaran Operasional Kegiatan APIP 

 
Berdasarkan tabel IV.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Anggaran Operasional Kegiatan APIP Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi sudah mencapai 100% dimana Anggaran operasional untuk 

kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah dituangkan 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. 

3) KPA : Pelaporan Manajemen APIP 

 
Berdasarkan tabel IV.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Pelaporan Manajemen APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

sudah mencapai 100% dimana Inspektorat telah mengidentifikasi 

kewajiban pelaporan seperti LAKIP, Laporan Ikhtisar hasil 

pengawasan, dan laporan lainnya yang diperlukan. Identifikasi tersebut 

dituangkan dalam sebuah daftar kewajiban pembuatan laporan 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang berisi jenis laporan, pemberi 

mandat, batas waktu dan penanggung jawab laporan. 

 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi menggunakan Aplikasi Simda 

Keuangan dan Simda BMD untuk pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah. Inspektorat telah memiliki pedoman penyusunan laporan 

berkala/ikhtisar hasil pengawasan dan telah menyusun laporan ikhtisar 

hasil pengawasan yang diserahkan kepada Walikota. 

 

4) KPA : Informasi Biaya 

 

Berdasarkan tabel IV.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Informasi Biaya APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi masih 

mencapai 60% dimana Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah 
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menggunakan aplikasi SIMDA keuangan untuk mengelola keuangan 

mulai dari perencanaan, penatausahaan, sampai pada pelaporan 

keuangan sebagaimana diterapkan diseluruh OPD di wilayah 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Disamping itu, biaya kegiatan 

pengawasan telah sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Namun Inspektorat belum 

melakukan analisis varian biaya. Untuk itu, kami sarankan kepada 

Inspektur Kota Tebing Tinggi agar melakukan analisis varian biaya 

untuk memantau biaya secara berkala dan memastikan bahwa anggaran 

dan realisasinya masih relevan dan memadai untuk melaksanakan 

kegiatan pengawasan yang telah direncanakan secara efektif, efisien 

dan ekonomis. 

 
5) KPA : Pengukuran Kinerja 

 

Berdasarkan tabel IV.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Pengukuran Kinerja APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi masih 

mencapai 87,50% dimana Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah 

menetapkan kegiatan pengawasan intern yang perlu diukur kinerjanya 

dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja, 

namun mekanisme pengumpulan data belum di atur secara formal.  

 
e. Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi 

 

1) KPA : Pengelolaan Organisasi APIP 

 

Berdasarkan tabel IV.5 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Pengelolaan Organisasi APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

sudah mencapai 100% dimana Struktur organisasi untuk melaksanakan 
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kegiatan pengawasan telah ditetapkan secara formal melalui peraturan 

Walikota Tebing Tinggi. Inspektorat Tebing Tinggi. Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi juga telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab 

seluruh pejabat struktural dalam dokumen uraian jabatan yang telah 

disusun 

2) KPA : Komponen Manajemen 

 
Berdasarkan tabel IV.5 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Komponen Manajemen APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

sudah mencapai 100% dimana Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah 

dianggap sebagai bagian penting dari pemerintah daerah. Hal ini dapat 

dilihat dari keterlibatan jajaran pimpinan Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi secara aktif dalam rapat, forum, atau kegiatan-kegiatan penting 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Rapat staf antara 

Walikota dan jajaran pimpinan pemerintah daerah lainnya menjadi 

sarana untuk saling bertukar informasi serta memantau perkembangan 

kinerja masing-masing oleh Walikota. 

 

Di samping itu, pimpinan inspektorat mendorong staf pengawasan 

untuk aktif terlibat dalam forum/satuan tugas pemerintah kota. 

3) KPA : Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan Saran 

Dan Penjaminan 

Berdasarkan tabel IV.5 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan Saran Dan 

Penjaminan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 

100% dimana Koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal yang 
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menyediakan jasa pemberian saran dan penjaminan telah dicantumkan 

dalam Internal Audit Charter (IAC). Komunikasi dengan auditor 

eksternal juga telah dilaksanakan secara regular seperti dalam hal 

pembahasan tindak lanjut dengan BPK dan Inspektorat Provinsi. Untuk 

meminimalisir duplikasi kegiatan pengawasan dan memaksimalkan 

cakupan pengawasan, inspektorat Kota Tebing Tinggi juga telah 

melakukan komunikasi yaitu mengikuti undangan pembahasan 

kebijakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.  

 
f. Elemen Vl : Struktur Tata Kelola 

 

1) KPA : Hubungan Pelaporan telah Terbangun 

 
Berdasarkan tabel IV.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

 

KPA Hubungan Pelaporan telah Terbangun APIP Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi telah memiliki Internal Audit Charter (IAC) yang 

ditandatangani oleh Walikota dan telah disosialisasikan kepada SKPD. 

IAC menyatakan bahwa Inspektorat bertanggung jawab kepada Bupati. 

Inspektorat menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan secara berkala 

kepada Walikota. 

2)  KPA : Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM 

Berdasarkan tabel IV.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana IAC 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memuat kewenangan untuk 

mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, 
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aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan 

fungsi audit intern. 

3) KPA : Mekanisme Pendanaan 

 

Berdasarkan tabel IV.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Mekanisme Pendanaan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

sudah mencapai 100% dimana Inspektorat telah menganggarkan 

kegiatan pengawasan dalam DPA dan juga telah menyusun PKPT yang 

dilengkapi dengan susunan tim dan anggaran yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kegiatan pengawasan, baik itu kegiatan assurance 

mapun kegiatan consulting. Tahun 2018, Inspektorat telah 

merencanakan kegiatan pengawasan berbasis resiko. 

4) KPA : Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP 

Berdasarkan tabel IV.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan 

KPA Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP Inspektorat 

Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana dalam Internal 

Audit Charter telah dinyatakan bahwa Inspektorat bertanggung jawab 

secara langsung kepada Walikota. Pengawasan terhadap Inspektorat 

dilakukan oleh Walikota dengan komunikasi, interaksi, dan 

pemantauan melalui rapat-rapat serta laporan hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat. 
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2. Elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas APIP Pada 

Inspektorat Tebing Tinggi 

 
Dari hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

 

melalui 6 elemen menggukana Standart IA-CM menyatakan unit APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi berada pada level 3 dengan catatan 

perbaikan, yang berarti masih ada elemen yang belum terpenuhi untuk dapat 

mencapai Level 3 penuh. Adapun elemen-elemen yang mempengaruhi 

ketertinggalan kapabilitas APIP mencapai level 3 adalah sebagai berikut : 

 
a. Elemen Praktik Profesional (Profesional Practice) 

 

Pada elemein Praktik Profesional untuk mencapai level 3 terdapat total 4 

 

KPA yang harus terpenuhi. Dari total 4 KPA, hanya 2 KPA yang terpenuhi 

yaitu KPA “Perencanaan Pengawasan berdasarkan prioritas manajemeen” 

dan “Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya”. Sedangkan 

2 KPA lain nya yaitu KPA “Perencanaan audit berbasis resiko” masih 

terpenuhi hingga 75% dan KPA “Kualitas Kerangka Kerja Manajemen” 

masih terpenuhi mencapai 64,28%. Adapun penjelasan KPA yang terpenuhi 

adalah sebagai berikut : 

1) KPA : Perencanaan audit berbasis resiko 

 
Inspektorat  Kota  Tebing  Tinggi  belum  mengidentifikasi  alternatif 

 

penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen dan penanganan 

tambahan yang diperlukan untuk merespons risiko. 

2) KPA : Kualitas Kerangka Kerja Manajemen 

 
Inspektur Kota Tebing Tinggi untuk belum menerapkan upaya menjaga 

 

kualitas kegiatan pengawasan sesuai dengan pedoman telaah sejawat yang 
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telah ditetapkan dalam rangka penjaminan kegiatan pengawasan yang telah 

 

dilaksanakan. 

 

b. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance 

 

Management and Accountability) 

 

Pada elemein Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja untuk mencapai 

level 3 terdapat total 5 KPA yang harus terpenuhi. Dari total 5 KPA, hanya 

3 KPA yang terpenuhi yaitu KPA “Perencanaan Kegiatan APIP”, 

“Anggaran Operasional Kegiatan APIP” dan “Pelaporan Manajemen APIP”. 

Sedangkan 2 KPA lain nya yaitu KPA “Informasi Biaya” masih terpenuhi 

hingga 60% dan KPA “Pengukuran Kinerja” masih terpenuhi mencapai 

87,50%. Adapun penjelasan KPA yang terpenuhi adalah sebagai berikut : 

1) KPA : Informasi Biaya 

 
Inspektorat Kota Tebing Tinggi belum melakukan analisis varian biaya. 

 

analisis varian biaya dilakukan untuk memantau biaya secara berkala dan 

memastikan bahwa anggaran dan realisasinya masih relevan dan memadai 

untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan secara 

efektif, efisien dan ekonomis. 

2) KPA : Pengukuran Kinerja 

 
Inspektur Kota Tebing Tinggi untuk belum menerapkan mekanisme 

 

pengumpulan data belum di atur secara formal. 
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3. Strategi yang dilakukan untuk meningkatan kapabilitas APIP yang 

belum maksimal 

 
Untuk mewujudkan instruksi Presiden Republik Indonesia kepada kepala 

 

BPKP, sebagaiman tercatum dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan 

kapabilitas APIP K/L/P sebanyak 85% di level 3 pada Tahun 2019, melihat 

pencapaian Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 yang hampir 

maksimal hingga menempati level 3 dengan catatan perbaikan maka 

strategi yang d butuhkan dalam meningkatkan kapabilitas APIP hanya dengan 

memperbaiki pemenuhan KPA pada elemen yang belum terpenuhi.  

Yaitu dengan menerapkan KPA yang masih dalam proses implementasi 

untuk dapat memenuhi hingga mencapai 100% pencapaian keseluruhan 

elemen hingga memperoleh level 3 penuh. Yaitu elemen Praktik Profesional 

(Profesional Practice) dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 

 
(Performance Management and Accountability) yang masih berada pada 

level 2, sehingga dengan memaksimalkan pemenuhan KPA pada 2 elemen 

tersebut hingga level 3 unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat 

menduduki level 3 penuh. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah di uraikan pada bab 

 

sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Tingkat Kapabilitas unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi berada pada level 3 dengan catatan 

perbaikan (Integrated). 

2. Elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas unit APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah elemen yang belum mencapai level 3 

yaitu elemen “Paktik Profesional (Profesional Practice)” dan elemen ” 

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and 

Accountability)” yang masih mencapai level 2. 

3. Berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan berada pada level 3 dengan 

catatan perbaikan berarti unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam 

memenuhi target RPJMN periode 2015-2019 sudah hampir memenuhi, 

sehingga masih harus terus melaksanakan strategi agar Unit APIP dapat 

memenuhi level 3 penuh sesuai target RPJMN. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  mengenai  Kapabilotas  APIP  di 

 

Inspektorat Kota Tebing Tinngi, penulis mengemukakan saran sebagai berikut : 

 

1. Untuk elemen yang belum terpenuhi di akibatkan oleh beberapa KPA yang 

belum di diterapkan yaitu dalam a) KPA : Perencanaan audit berbasis 

resiko, Inspektorat belum belum mengidentifikasi alternatif penanganan 

risiko yang dilakukan oleh manajemen dan penanganan tambahan yang 

diperlukan untuk merespons risiko; b) KPA : Kualitas Kerangka Kerja 

Manajemen, Inspektorat belum menerapkan upaya menjaga kualitas 

kegiatan pengawasan sesuai dengan pedoman telaah sejawat yang telah 

ditetapkan dalam rangka penjaminan kegiatan pengawasan yang telah 

dilaksanakan ; c) KPA : Informasi Biaya, belum melakukan analisis varian 

biaya dan pada d) KPA : Pengukuran Kinerja, Inspektorat belum 

menerapkan mekanisme pengumpulan data belum di atur secara formal. 

Maka disarankan untuk 4 KPA yang belum di terapkan segera di terapkan 

agar dapat memenuhi syarat mencapai level 3 penuh. 

2. Inspektorat Kota Tebing Tinggi agar mengembangkan strategi atau rencana 

perbaikan yang terarah secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

kapabilitasnya pada area-area yang berdasarkan hasil penelitian masih 

memerlukan perbaikan. Dengan tingkat kapabilitas yang memadai, 

diharapkan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat memberikan penilaian 

yang independen dan objektif atas efektivitas tata kelola di lingkungan 
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pemerintahan Kota Tebing Tinggi, sehingga akan mendorong peningkatan 

 

efektivitas instansi pemerintah di lingkungan tersebut. 
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Introduksi 
 

A. Penjelasan Ringkas Mengenai Penelitian 
 

“wawancara ini adalah untuk penelitian dalam rangka melengkapi skripsi 

dengan judul Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal 
 

Pemerintah (Apip) Menggunakan Standart Internal Audit Capability 

Model (IA-CM) (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi). 

Berdasarkan penilaian Kapabilitas APIP, diketahui bahwa Kapabilitas APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi mencapai pada Level 3 dengan catatan 

perbaikan. Sehingga dalam penelitian ini ingin diungkapkan mengapa 

Kapabilitas tersebut hanya mencapai Level 3 dengan catatan perbaikan. 
 

B. Informasi mengenai Wawancara 
 

“wawancara ini dilakukan langsung secara lisan yang kemudian akan ditulis 

oleh penanya dari setiap jawaban poin pertanyaan. Nama responden tidak 

akan diungkapkan, hanya jabatan yang dicantumkan. Semua informasi hanya 

akan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian. 



 

Pertanyaan 
 

1. Bagaimana pencapaian setiap KPA yang sudah terpenuhi? 
 

2. Berdasarkan penilaian pemenuhan KPA seluruh elemen oleh APIP 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi, 
 

a. Elemen III (praktik profesional) terdapat 2 KPA yang belum terpenuhi 

dan 

b. Elemen IV (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja) 2 KPA yang belum 

terpenuhi 

 

3. Untuk meningkatkan kapabilitas APIP yang belum maksimal, apakah strategi 

yang akan dilakukan? 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


